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MOTTO 
“Kualitas guru penentu kualitas pendidikan sekarang dan masa depan” 
“Tugas guru itu mudah, yang berat adalah tanggungjawab dari tugas itu” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan peningkatan 
kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah di 
Kabupaten Sumbawa serta implementasi kebijakan tersebut melalui program-
program. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ialah Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan TK&SD dan 5 
kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 
dokumen. Analisis data menggunakan model Hubberman&Milles yang meliputi 
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kebijakan peningkatan kualitas 
profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa yakni pembinaan 
gugus dan peningkatan kualifikasi pendidik. 2) Implementasi kebijakan 
berupaprogram peningkatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) telah tercapai 78,02%. 
Implementasi menggunakan teori Grindle yakni keberhasilan kebijakan ditentukan 
oleh isi kebijakan meliputi: mempengaruhi guru, kepala sekolah dan siswa, 
meningkatkan kualitas pendidikan, guru menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, 
kebijakan dibuat dengan menerima aspirasi dan usulan, dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, guru, dan kepala sekolah, 
mengerahkan sumber daya manusia serta sarana prasarana. Konteks 
implementasinya meliputi: kebijakan diimplemetasikan dengan baik dan tepat 
sasaran, Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
terbuka terhadap kebijakan yang senantiasa berubah dan menerima masukan dari 
berbagai pihak, serta mendapat respon yang baik dari guru. 3) Faktor pendukung 
program meliputi: peran aktif Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
berupa pendampingan secara material maupun moril, dan antusiasme guru. 4) 
Faktor penghambat: jarak tempuh jauh dan faktor usia guru. 5) Dampak program 
yakni guru lolos sertifikasi sebagai pendidik profesional. 
 
Kata Kunci: kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru, implementasi 
kebijakan, Kabupaten Sumbawa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan zaman secara pesat, konsep pendidikan 
sebagai sebuah investasi semakin diyakini oleh setiap negara. Pembangunan 
pada sektor pendidikan merupakan kunci bagi pertumbuhan pada sektor-sektor 
pembangunan lainnya. Pendidikan membekali setiap warga negaranya agar 
menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter dan kepribadian yang 
mencirikan bangsa tersebut. Begitu pula dengan Indonesia. Seperti yang kita 
ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah geografis yang terdiri dari ribuan 
pulau-pulau kecil dan besar, sehingga menjadikan Indonesia negara yang  
memiliki keberagaman kebudayaan. Pembukaan UUD 1945 telah 
mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu warga  negara Indonesia 
tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak 
memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. (Ngainur Rosidah, 2008: 1) 
Pendidikan di Indonesia saat ini tengah berjalan memperbaiki diri seiring 
dengan Indonesia sebagai negara berkembang yang menuju menjadi negara 
maju. Upaya perbaikan dan inovasi dalam bidang pendidikan terus dilakukan 
oleh pemerintah, terutama pada peningkatan mutu atau kualitasnya antara lain 
penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, pengadaan dan 
penyempurnaan fasilitas pembelajaran, peningkatan mutu guru maupun 
perbaikan kesejahteraan guru (Sukidjo, 2014: 1).  
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Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki tantangan yang 
begitu besar, khususnya dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. 
Pendidikan di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota memiliki perhatian 
khusus untuk ditangani oleh pemerintah, khususnya pada daerah-daerah yang 
termasuk dalam 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 
ayat (3) menyatakan, ―pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang 
kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga 
dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.‖ Diperkuat pula 
pada Misi Pendidikan Nasional dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut.  
(1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) 
meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat 
nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) 
membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 
masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas 
proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian 
yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas 
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang 
bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam 
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
 
Jadi, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu tujuan dalam 
Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mencapai mutu atau kualitas pendidikan, 
tentu diperlukan peran dari berbagai pihak yang terkait. Salah satunya adalah 
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peran tenaga pendidik atau guru. Ali Muhson (2004: 93) menyatakan, guru 
adalah suatu profesi yang titik beratnya berfungsi sebagai sumber dan orang 
yang menyediakan pengetahuan bagi anak didiknya. Undang-Undang No. 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyatakan, ―guru sebagai agen 
pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk 
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat 
tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.‖ Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV mengenai Kualifikasi, 
Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 10 Ayat (1) menyatakan, kompetensi guru 
sebagaimana dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 
melalui pendidikan profesi. Agar kualitas peserta didik meningkat, maka 
kualitas guru juga perlu ditingkatkan. Tugas guru di masa depan akan semakin 
berat, jika kualitas profesionalisme guru tidak ditingkatkan. Dampaknya 
adalah rendahnya kualitas pendidikan, seperti tidak maksimalnya kemampuan 
siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan, tidak sempurnanya 
kemampuan pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan kecakapan 
hidup yang dimiliki tiap siswa, dan rendahnya kemampuan membaca, 
menulis, dan berhitung siswa terutama pada tingkat sekolah dasar. Jadi, 
semakin guru memiliki profesionalisme tinggi akan berdampak baik bagi 
perkembangan diri siswa. 
Sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang paling 
utama, khususnya pada pendidikan dasar, karena sekolah dasar mempunyai 
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peran bagi keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Tidak hanya 
menjadi dasar namun juga menjadi awal peserta didik dalam bersekolah 
selama 6 tahun sesuai dalam program Wajib Belajar 9 tahun. Pada tingkat 
sekolah dasar 6 tahun, peran guru sangatlah vital, karena guru membekali 
peserta didik agar cerdas secara intelektual pengetahuan dan sosial.  
Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang 
melaksanakan kebijakan otonomi daerah, seperti yang tertuang dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah BAB II tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pasal 10 
Ayat 2 yang berbunyi, ―Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang 
menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah 
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan‖.  
Jadi, dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, pemerintah daerah 
memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, serta mengembangkan apa 
yang menjadi aset daerah, seperti pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, pemerintah daerah mengambil kebijakan serta membuat program-
program yang dapat meningkatkan kualitas profesionalisme guru. Ditegaskan 
dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 BAB VIII tentang Standar 
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Pasal 59 Ayat (1) yaitu:  
Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan 
dengan memprioritaskan program: 
a. wajib belajar; 
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b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang 
pendidikan 
menengah; 
c. penuntasan pemberantasan buta aksara; 
d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; 
e. peningkatan status guru sebagai profesi; 
f. akreditasi pendidikan; 
g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan 
masyarakat; dan 
h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang 
pendidikan. 
 
Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan, pemerintah 
daerah Kabupaten Sumbawa melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Otonomi Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus 
hal-hal mengenai pengembangan daerah, salah satunya adalah membuat 
kebijakan pendidikan yang dalam hal ini wewenang diberikan kepada Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa memiliki kebijakan untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru khususnya guru pada tingkat sekolah dasar yakni 
pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik. Namun sejauh ini belum dilakukan 
penelitian kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru sekolah dasar 
sehingga perlu dilakukan penelitian.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, dapat 
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:  
1. Perlu kebijakan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru agar 
kualitas pendidikan semakin baik. 
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2. Perlu adanya pemerataan pendidikan di daerah 3T (terluar, terdepan, 
tertinggal). 
3. Peran lebih dari  guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. 
4. Perlu ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru sekolah dasar. 
C. Pembatasan Masalah 
Dari berbagai permasalahan di atas, peneliti akan memfokuskan 
penelitian pada kebijakan pendidikan yang diambil dan program-program  apa 
yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru pada 
tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah di Kabupaten Sumbawa.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian maka rumusan 
masalah yang ada adalah: 
1. Apa kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah daerah 
Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru di 
tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah? 
2. Apa program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten 
Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru di tingkat 
sekolah dasar pasca otonomi daerah? 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru di tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah. 
2. Untuk mengetahui program-program apa yang dibuat oleh pemerintah 
daerah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru di tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Bagi mahasiswa, hasil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan dan 
pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil pada 
daerah otonom sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
serta mengetahui kondisi pendidikan pada daerah pasca otonomi daerah.  
2. Bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa, hasil penelitian ini dapat 
membantu memberikan saran mengenai ketepatan dalam pengambilan 
keputusan kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru serta membantu memberikan informasi mengenai 
keterlaksanaan program-program untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru. 
3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, hasil dari penelitian ini 
dapat membantu memberikan informasi mengenai ketercapaian kebijakan 
dan program dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru, sehingga 
menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. 
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4. Bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan, hasil penelitian ini dapat 
menambah wawasan ilmiah dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan 
pendidikan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan dalam era 
otonomi daerah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Pustaka 
1. Pengertian Kebijakan 
Penyelesaian suatu permasalahan dibutuhkan solusi yang tepat dan 
bermanfaat. Kebijakan merupakan bagian dari cara mencari solusi 
permasalahan. Karena kebijakan dapat memberikan pertimbangan-
pertimbangan yang menyangkut permasalahan, sehingga mempermudah 
dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai 
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 
(tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, 
prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 
sasaran. 
Kebijakan, sinonim artinya dengan posisi atau bagian dari kegiatan 
tertentu dan atau teguh terhadap suatu aturan. Namun, arti kebijakan bila 
digabungkan akan berarti panduan baik bagi mereka yang akan 
melaksanakannya dan mereka yang mengamatinya. (Leslie A. Pal dalam 
Nanang Fattah, 2012: 129) 
Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, 
kebijakan mengatur tingkah-laku seseorang atau organisasi dan kebijakan 
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meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. (H.A.R. Tilaar 
dan Riant Nugroho, 2008: 140) 
Aminuddin Bakry (2010: 1) juga menjelaskan kebijakan 
merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam 
bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, 
kesehatan, perumahan, kesejahhteraan, dan lain-lain yang dianggap akan 
membawa dampak positif bagi kehidupan warganya. 
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan merupakan pedoman yang telah dibuat oleh pemangku 
kebijakan untuk mengatur kegiatan atau program yang akan dilaksanakan 
dalam rangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  
2. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan tahap melaksanakan kebijakan yang telah 
diambil keputusan bersama. Jika tidak segera diimplementasikan, maka 
tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya, sehingga kebijakan 
hanya akan menjadi sebuah rancangan tanpa adanya perbuatan atau 
tindakan. 
H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 215) mengartikannya 
secara singkat dengan mengungkapkan bahwa implementasi adalah 
upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan tersebut 
biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan 
pemerintah, keputusan pengadilan dan peraturan menteri. Dalam 
implementasi kebijakan, baik pemerintah, masyarakat, sekolah secara 
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bersama saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan 
tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam 
Arif Rohman (2012: 106) dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian 
tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu tindakan-
tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentrasformasikan 
keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan 
untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan 
oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah 
sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau 
kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dan disepakati sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Joko 
Widodo, 2007: 88) 
Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
merupakan suatu usaha nyata untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk kebijakan dan menjadi 
kewajiban oleh yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.  
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a. Teori Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. (Riant Nugroho, 2009: 494) 
Riant Nugroho (2009: 503-515) mengatakan ada 9 model dalam 
mengimplementasikan kebijakan. Sebagai berikut: 
1) Model Van Meter dan Van Horn 
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan 
berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan 
kinerja kebijakan publik. 
2) Model Mazmanian dan Sabatier 
Model ini disebut model Kerangka Analisis Implementasi (A 
Framework for Implementation Analysis). Duet kedua tokoh ini 
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga 
variabel. Pertama, variabel independen yaitu mudah-tidaknya 
masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah 
teori dan teknis pelaksnaan, keragaman objek, dan perubahan seperti 
apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening yaitu variabel 
kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 
dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Ketiga, variabel 
dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima 
tahapan—pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk 
disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, 
penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada 
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revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun 
keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 
3) Model Hogwood dan Gunn 
Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi 
kebijakan diperlukan beberapa syarat. Pertama, jaminan bahwa 
kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/ badan pelaksana tidak 
akan menimbulkan masalah besar. Kedua, untuk melaksanakannya 
tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. 
Ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. 
Keempat, kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan 
kausal yang andal atau dapat menyelesaikan masalah yang hendak 
ditanggulangi. Kelima, semakin sedikit hubungan ―sebab-akibat‖, 
semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut 
dapat dicapai. Keenam, jika hubungan saling ketergantungan tinggi, 
implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi jika 
hubungannya adalah hubungan kebergantungan. Ketujuh, 
pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
Kedelapan, tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang 
benar. Kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
Kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat 
menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.  
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4) Model Goggin 
Model ini disebut “communication model”. Mengembangkan 
sebuah model implementasi kebijakan yang ―lebih ilmiah‖ dengan 
mengedepankan pendekatan ―metode penelitian‖ dengan adanya 
variabel independen, interventing, dan dependen, dan meletakkan 
faktor ―komunikasi‖ sebagai penggerak dalam implementasi 
kebijakan. 
5) Model Grindle 
Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. 
6) Model Elmore, dkk. 
Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik 
yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri 
implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah 
namun hanya di tataran rendah. 
7) Model Edward 
Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok 
agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication 
(komunikasi), resource (sumber daya pendukung), disposition or 
attitudes (kesediaan implementator), dan bureaucratic structure 
(organisasi birokrasi).  
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8) Model Nakamura & Smallwood 
Model ini menggambarkan keterkaitan antara pembentukan 
kebijakan dalam implementasi kebijakan secara praktikal dan detail, 
sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua 
bentuk kebijakan. 
9) Model Jaringan 
Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan 
adalah sebuah complex of interaction di antara sejumlah besar aktor 
yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang 
independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah 
yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, 
permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-
diskresi yang diharapakan menjadi bagian penting di dalamnya. 
Dari berbagai model atau teori implementasi kebijakan di atas 
dapat disimpulkan bahwa model atau teori yang telah ada dapat 
membantu para pengambil kebijakan untuk dapat 
mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau 
permasalah yang terjadi, sehingga dapat menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang ada dengan kebijakan yang tepat. 
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi 
Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang 
menentukan, karena akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil 
selalu pada tahap implementasi. Menurut Arif Rohman (2012: 115-
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117) ada tiga faktor yang biasanya menjadi sumber kegagalan dan 
keberhasilan, yaitu: 
a) Rumusan Kebijakan 
Menurut Oberlin Silalahi, pembuat kebijakan atau decision 
maker harus terlebih dahulu mencapai beberapa konsensus diantara 
mereka mengenai tujuan-tujuan, serta informasi yang cukup 
mencapai tujuan. Dalam perumusan kebijakan harus jelas, tepat, dan 
mudah dipahami. 
b) Personil Pelaksana 
Faktor ini menyangkut tentang tingkat pendidikan, pengalaman, 
motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-
kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana 
kebijakan tersebut. Termasuk dalam faktor personil pelaksana adalah 
latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian dari masing-
masing. Kesemuanya itu akan sangat mempengaruhi cara kerja 
mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi 
kebijakan. Karena personil pelaksana memiliki peran dalam 
implementasi kebijakan. 
c) Organisasi Pelaksana 
Faktor ini menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan 
masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya 
kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, 
target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang 
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biasa dipakai, serta evaluasi nyang dipilih. Organisasi pelaksana 
dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah birokrat 
pendidikan. 
Maka, dengan adanya hubungan rumusan kebijakan, personil 
pelaksana, dan organisasi  pelaksana merupakan sumber faktor 
kegagalan sekaligus keberhasilan dalam mengimplementasikan 
kebijakan pendidikan sehingga diperlukan persiapan yang matang 
ketika akan mengimplementasikan kebijakan. 
3. Implementasi Kebijakan Pendidikan 
a. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 140), kebijakan 
pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-
langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, 
dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam 
suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. 
Kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang 
mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang diatur tidak hanya 
kurikulum, pedagogi, dan sekolah. Fungsi kebijakan dalam sekolah 
adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut 
pemerintah perlu ada dalam pendidikan dan 2) melembagakan 
mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. 
(Nanang Fattah, 2013: 132-133). 
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Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman 
bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum 
maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan 
melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencan-
rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. (Arif Rohman, 
2012: 101) 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan 
adalah hasil dari perumusan melalui proses dengan mempertimbangkan 
kepentingan sasaran kebijakan yang dijadikan sebagai panduan atau 
acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan, yang 
kemudian diterapkan dalam bentuk program-program untuk mencapai 
tujuan. 
b. Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Implementasi kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman (2012: 
107) adalah: 
Proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan 
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 
dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (target group), 
melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, 
sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 
prilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Yang 
semuanya itu menunjukan secara spesifik dari proses implementasi 
yang sangat berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan. 
 
Menurut Arif Rohman (2012: 107-110) ada tiga teori dalam 
implementasi kebijakan pendidikan yang telah dikembangkan oleh: 
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1) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna 
(perfect implementation), maka di butuhkan beberapa syarat yaitu, 
kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak 
akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Untuk 
melaksanakan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber 
yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus 
benar-benar ada atau tersedia. Kebijakan yang akan diimplementasikan 
didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.  
2) Van Meter dan Van Horn 
Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini 
disebut sebagai Model Proses Implementasi Kebijakan (A Model of the 
Policy Implementation Process). Tipologi kebijakan menurut Van Meter 
dan Van Horn dibedakan menjadi dua hal, yaitu: pertama, jumlah 
masing-masing perubahan yang akan dihasilkan. Kedua, jangkauan atau 
lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat 
dalam proses implementasi. Berdasarkan dua indikator ini maka 
implementasi kebijakan akan berhasil manakala pada satu segi perubahan 
yang dikehendaki relatif sedikit serta pada segi lain adalah kesepakatan 
terhadap tujuan dari para pelaku atau pelaksana dalam mengoprasikan 
program relatif tinggi. 
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3) Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
Teori ini disebut sebagai „a frame work for implementation 
analiysis‟ atau Kerangka Analisis Implementasi (KAI). Peran penting 
dari KAI dari suatu kebijakan khususnya kebijakan pendidikan adalah 
mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya 
tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-
variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam 
implementasi tersebut selanjutnya dapat diklarifikasikan menjadi tiga 
kategori besar yaitu: (a) mudah tidaknya masalah yang akan digarap 
untuk dikendalikan. (b) kemampuan dari keputusan kebijakan untuk 
menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. (c) pengaruh 
langsung sebagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi 
tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. 
Dalam teori Grindle (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 
220) menjelaskan bahwa teori ini ditentukan oleh isi kebijakan dan 
konteks imlpementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 
tersebut. Isi kebijakan mencakup: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
c. Derajad perubahan yang diinginkan 
d. Kedudukan pembuat kebijakan 
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e. (siapa) pelaksana program 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
Sementara itu konteks implementasinya adalah: 
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa 
c. Kepatuhan dan daya tanggap 
Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2012: 106) berpendapat 
bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk 
mengoperasikan sebuah program. Tiga pilar aktivitas dalam 
mengoperasikan program tersebut yakni: 
a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, 
unit-unit serta metode untuk menjalankan program. Sehingga 
program bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. 
b. Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi 
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dengan baik 
serta dilaksanakan. 
c. Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan 
yang disesuaikan dengan tujuan program. 
Jadi, dari beberapa teori implementasi di atas dapat disimpulkan 
bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan memerlukan aspek-aspek 
pendukung yang berpengaruh dalam upaya untuk mencapai tujuan dari 
kebijakan pendidikan tersebut, seperti waktu, sumber-sumber yang cukup 
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memadai, kesepakatan tujuan bersama, isi kebijakan serta konteks 
implementasinya. Aspek-aspek yang mendukung ketercapaian 
keberhasilan kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain 
atau dengan kata lain bahwa aspek-aspek tersebut saling mempengaruhi 
sehingga jika salah satu aspek tidak berfungsi dengan baik maka tujuan 
pendidikan tidak dapat tercapai dengan maksimal. 
c. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 
Menurut Solichin dalam Arif Rohman (2012: 110-114) ada 
empat pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan  yaitu: 
a) Pendekatan Struktural (Structural Approach) 
Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus 
dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara 
struktural. Pendekatan ini bersifat top-down atau dari atas ke bawah 
dan pendekatan ini lebih menekankan pentingnya komando dan 
pengawasan menurut tahap atau tingkatan dalam struktural masing-
masing organisasi. Kelemahan dari pendekatan struktural ini adalah 
proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi 
kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. 
b) Pendekatan Prosedural dan Manajerial (Procedural and 
Managerial Approach) 
Pendekatan prosedural dan manajerial tidak mementingkan 
penataan struktur-struktur birokrasi pelayanan yang cocok bagi 
implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan 
23 
 
proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan. Termasuk 
prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang 
tepat. 
c) Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach) 
Pendekatan perilaku meletakan dasar semua orientasi dari 
kegiatan implementasi kebijakan pada prilaku manusia sebagai 
pelaksana, bukan pada organisasi sebagaimana pendekatan struktural 
atau pada teknik manajemennya sebagaimana pendekatan prosedural 
dan manajerial di atas. 
Pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi 
kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala 
sikapnya juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar proses 
implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan 
sesuai tujuan. Beberapa kejadian sering terjadi dimana program 
kebijakan baik, peralatan dan organisasi pelaksananya juga baik, 
namun di tengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan 
(resistance) di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku 
pelaksanannya merasa pasif dan sedikit acuh tak acuh. Hal ini 
menunjukan bahwa aspek perilaku manusia sangat penting 
diperhatikan.  
d) Pendekatan Politik (Political Approach) 
Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau 
kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses 
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implementasi kebijakan. Pendekatan politik dalam proses 
implementasi kebijakan, memungkinkan digunakannya paksaan dari 
kelompok dominan. Proses implementasi kebijakan tidak bisa hanya 
digunakan dengan komunikasi interpersonal saja sebagaimana 
disyaratkan oleh pendekatan prilaku, bila problem konflik dalam 
organisasi tadi bersifat endemik. 
Maka hadirnya kelompok dominan dalam organisasi akan sangat 
membantu, apalagi kelompok yang berkuasa/dominan tadi dalam 
kondisi tertentu mau melakukan pemaksaan, tentu akan sangat 
diperlukan. Apabila tidak ada kelompok dominan, mungkin 
implementasi kebijakan akan berjalan secara lambat dan bersifat 
inkremental. 
4. Macam-macam Isu Kebijakan Pendidikan 
Berikut ini adalah beberapa isu dan menjadi program Depdiknas 
dalam Nanang Fattah (2013: 80-83) untuk meningkatkan pendidikan 
dasar: (1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, 
relevansi dan daya saing, (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan 
pencitraan publik. 
1) Pemerataan dan Perluasan Akses. 
Pemerataan dan perluasan akses akan dilakukan dengan 
mengupayakan menarik semua anak usia sekolah yang sama sekali belum 
pernah sekolah, menarik kembali siswa putus sekolah, dan lulusan yang 
yang tidak pernah melanjutkan pendidikan.  
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Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan 
program pemerataan dan perluasan, antara lain: pemberian bantuan biaya 
operasional, penyediaan perpustakaan, rehabilitasi ruang kelas yang 
rusak, unit sekolah baru dan ruang kelas baru, perintisan pendidikan 
dasar 9 tahun satu atap, penyelenggaraan kelas layanan khusus di sekolah 
dasar.  
2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing. 
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing dikdas akan 
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut: sebagai bagian dati 
kegiatan yang mendasar dan sistematis adalah pengembangan kurikulum, 
metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Selain itu, kapasitas profesi 
pendidik juga akan dikembangkan agar mereka mampu membawakan 
proses pembelajaran efektif sesuai dengan standar kompetensi pendidik 
yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran efektif diselenggarakan 
secara interkatif, inspiratif, memotivasi, menyenangkan, dan 
mengasyikan untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif, 
berinisiatif, kreatif, dan mandiri, sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik dan kematangan psikologis. 
3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan  
Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan berupa 
pengembangan kapasitas Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah 
(KS) serta Komite PLS merupakan kegiatan yang terus dilakukan dalam 
rangka pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung 
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jawab mengelola dikdas, dan pengembangan EMIS (Education 
Management Information System).  
Pendapat dari Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993: 111) sedikit 
berbeda, tantangan yang dihadapi dalam pendidikan dasar yang berkaitan 
dengan mutu pendidikan dasar di Indonesia adalah faktor guru, buku 
pelajaran, proses pendidikan, alat-alat pelajaran, manajemen sekolah, 
besarnya kelas-sekolah, dan faktor keluarga. 
Sedangkan menurut Djam’an Satori dalam Nanang Fattah (2013: 
30-31) empat masalah pokok dalam kebijakan pendidikan dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1) Peningkatan Mutu, menyangkut komponen-komponen: 
a) Rata-rata NEM (UN) siswa baru kelas I dan lulusan, untuk 
SD yaitu asal siswa; 
b) Angka mengulang, putus sekolah, dan lulusan; 
c) Kualifikasi guru yang layak, semilayak, dan tidak layak 
mengajar; 
d) Guru menurut lulusan/ijazah dan bidang studi yang 
diajarkan; 
e) Aktivitas guru dalam kegiatan MGMP; 
f) Kondisi ruang kelas; 
g) Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan, lapangan 
olahraga, UKS, Laboraturium, ruang keterampilan, ruang 
BP, dan ruang serbaguna; 
h) Frekuensi pendayagunaan sarana per minggu; 
i) Partisipasi orang tua siswa; 
j) Satuan biaya pendidikan. 
2) Perluasan dan Pemerataan layanan pendidikan, menyangkut 
komponen-komponen: 
a) APK (Angka Partisipasi Kasar); 
b) APM (Angka Partisipasi Murni); 
c) Penduduk usia 7-12, 13-15, 15-18 tahun; 
d) Jumah siswa; 
e) Siswa 7-12, 13-15, 16-18 tahun; 
f) Peserta didik Kejar Paket A setara SD; 
g) Peserta didik Kejar Paket B setara SLTP; 
h) APK gender; 
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i) Siswa laki-laki/perempuan; 
j) Rasio (guru/siswa, kelas/siswa); 
k) Jumlah guru; 
l) Angka melanjutkan; 
m) Tingkat pelayanan sekolah; 
n) Jumlah desa dan desa tertinggal; 
o) Hubungan antara Angka Penyerapan (AP) dan keadaan 
sekolah; 
p) Hubungan antara AP dan keadaan daerah. 
3) Relevansi Pendidikan, mencakup; 
a) Kurikuum muatan lokal pada SD; 
b) Jumlah siswa SMU menurut rumpun jurusan; 
c) Persentase SMK yang melaksanakan PSG serta siswa yang 
mengikuti PSG; 
d) Jumlah lulusan SMK yang terserap di sektor dunia kerja dan 
jumlah lulusan SMK yang menganggur; 
e) Beberapa pasar kerja unggulan. 
4) Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan mencakup: 
a) Efisiensi sekolah, meliputi angka mengulang, putus sekolah, 
lulusan, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun siswa per 
keluaran, rasio kelas/ruang kelas, dan rasio siswa kelas. 
b) Efisiensi pengelolaan, meliputi frekuensi pendayagunaan 
saran dan frekuensi supervise/pengawas. Biaya pendidikan 
yang meliputi satuan biaya dan tingkat pemborosan. 
 
Maka, dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa isu-
isu kebijakan dalam pendidikan selalu berkaitan dengan peningkatan 
mutu atau kualitas pendidikan antara pemerataan pendidikan, kualitas 
pendidikan, efisiensi dan efektivitas pendidikan, dan relevansi 
pendidikan. Adanya isu-isu kebijakan pendidikan merupakan suatu 
tantangan yang harus dibuat serta diambil keputusan kebijakannya. 
5. Kualitas Pendidikan 
a. Konsep Kualitas Pendidikan 
Kualitas atau mutu pendidikan menyangkut dimensi proses dan hasil 
pendidikan. Mutu proses diukur dari indikator mutu komponen dan 
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interaksi antar komponen, sedangkan mutu hasil diukur dari indikator 
capaian skor prestasi lulusan baik menyangkut akademik maupun non-
akademik. (Arif Rohman, 2013: 71). 
Secara umum mutu pendidikan dapat dikatakan gambaran mengenai 
baik-buruknya hasil yang dicapai oleh siswa dalam proses pendidikan 
yang dilaksanakan. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya 
tergantung pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses 
yang berlangsung hingga membuahkan hasil. (Yusufhadi Miarso, 2008: 
2). 
Janawi (2012: 13) menyatakan, peningkatan kualitas pendidikan 
perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini didasarkan pada 
pertimbangan, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pendidikan merupakan 
salah satu kebijakan pendidikan nasional dalam rangka menghasilkan 
lulusan kompeten dan kompetitif, 2) Tenaga pendidik adalah sebagai 
faktor kunci membangun institusi pendidikan yang berkualitas, 3) 
Peningkatan kualitas diarahkan pada upaya memnuhi standar kualifikasi 
akademik dan kompetensi minimal agar lulusan lembaga pendidikan 
dapat berkompetensi dalam skala yang lebih luas, 4) Peningkatan kualitas 
pendidikan membutuhkan strategi alternatif yang dijadikan sebagai 
format pengembangan. 
Kemudian mengenai konsep kualitas pendidikan ditegaskan pula 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB XV tentang 
Penjaminan Mutu Pasal 91 bahwa: 
29 
 
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib 
melakukan penjaminan mutu pendidikan. 
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional 
Pendidikan. 
(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu 
program penjaminan mutu yang memiliki target dan jangka waktu 
yang jelas. 
Menurut Nurhasan dalam Andi Sujatmiko (2012: 48), indikator atau 
kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu pendidikan, yaitu: 
a) Hasil akhir pendidikan. 
b) Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai 
sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga 
pendidikan. misalnya tes tertuli, daftar cek, anekdot, skala rating, 
dan skala sikap. 
c) Proses pendidikan. 
d) Instrument input, yaitu berinteraksi dengan raw input (siswa). 
e) Raw input dan lingkungan. 
Jadi, dari berbagai konsep kualitas pendidikan di atas dapat dipahami 
bahwa kualitas pendidikan merupakan gambaran terhadap hasil 
pendidikan dalam proses yang dilaksanakan dengan indikator-indikator 
yang telah ditetapkan, sehingga hasil tersebut akan menjadi pertimbangan 
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dalam perumusan kebijakan untuk mengambil kebijakan yang tepat 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
b. Standar Kualitas Pendidikan 
Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah 
membuat dan menetapkan standar-standar yang harus dicapai untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB I Pasal 1 
menyatakan, Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang 
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Maka, kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan kriteria 
minimal Standar Nasional Pendidikan. Dijelaskan pada BAB I Pasal 4: 
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 
Bahrul Hayat dan Suhendra Yusuf (2010: 17) menjelaskan Standar 
Nasional Pendidikan meliputi 8 lingkup, yaitu: 
1) Standar isi, mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk 
mencapai kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, 
kompetensi mata pelajaran, kerangka dasar dan struktur kurikulum, 
beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 
pendidikan. 
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2) Standar proses, berkaitan dengan standar pelaksanaan pembelajaran 
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 
lulusan. Standar proses ini meliputi proses pembelajaran yang 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
3) Standar kompetensi lulusan, adalah standar nasional pendidikan 
tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan 
digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 
peserta didik dari satuan pendidikan. 
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria 
pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta 
pendidikan dalam jabatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. 
Pendidik harus memiliki standar kualifikasi akademik dan 
kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 
5) Standar sarana dan prasarana, adalah persyaratan minimal yang 
berkaitan dengan sarana (perabot, peralatan pendidikan, media 
pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya) dan prasarana 
(ruangan kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, 
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ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, bengkel 
kerja, unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat 
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi). 
6) Standar pengelolaan, adalah standar manajemen pada satuan 
pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah yang meliputi 
penerapan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan 
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas 
(pada Dikdasmen) serta penerapan otonomi perguruan tinggi yang 
dalam batas-batas diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian (Dikti). 
7) Standar pembiayaan, adalah persyaratan minimal yang berkaitan 
dengan tiga standar, yaitu standar biaya investasi meliputi biaya 
penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya 
manusia, dan modal kerja tetap; biaya personal meliputi biaya 
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa 
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan 
biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta 
segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 
pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung 
berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, 
danlain sebagainya. 
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8) Standar penilaian pendidikan, merupakan standar nasional mengenai 
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta 
didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian 
pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan 
pendidikan, dan pemerintah. 
Jadi, kualitas pendidikan dapat dikatakan baik jika telah mampu 
memenuhi seluruh atau sebagian dari Standar Nasional Pendidikan. 
Geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau serta memiliki 
keanekaragaman budaya tiap-tiap daerah, untuk menuju kualitas 
pendidikan yang sesuai harapan, diperlukan proses yang tidak mudah 
serta waktu yang tidak sebentar. Sehingga hal ini menjadikan pekerjaan 
setiap tahun. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 
satunya adalah guru. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, berarti juga harus meningkatkan kualitas guru. 
6. Guru 
a. Pengertian Guru 
Salah satu faktor utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
yakni guru. Peran guru sebagai media transfer ilmu, dituntut untuk 
dapat menjadi sosok panutan bagi peserta didik.  
Pengertian guru secara etimologi adalah orang yang 
pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. (Imam 
Syafi’ie, 1992: 30). 
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Menurut Ali Mudlofir (2012: 119-120), ―guru merupakan 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal‖. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru, sebutan guru mencakup: (1) guru itu sendiri, baik guru kelas, 
guru bidang studi, maupun guru bimbingan dan konseling atau guru 
bimbingan karier; (2) guru dengan tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah; dan (3) guru dalam jabatan pengawas. 
Menurut Syaiful Sagala (2009: 6) berpendapat bahwa: 
Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul 
dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan 
personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan 
pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat. 
 
Sedangkan menurut Ali Muhson (2004: 4), guru adalah suatu 
profesi yang titik beratnya berfungsi sebagai sumber dan orang yang 
menyediakan pengetahuan bagi anak didiknya. 
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru 
adalah suatu sebutan yang diberikan bagi seseorang karena telah 
mengikuti sekolah kependidikan yang bersedia mengajarkan, 
mendidik, dan melatih ilmunya kepada peserta didik. 
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b. Kompetensi Guru 
Guru dalam menjalankan tugas dan perannya, memiliki bekal 
yang disebut dengan kompetensi agar dapat memandu peserta didik 
yang sesuai harapan, yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. 
Kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, 
keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 
berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya. 
(Syaiful Sagala, 2009: 23). 
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen BAB IV mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi 
Pasal 10 Ayat (1) menyatakan, kompetensi guru sebagaimana dalam 
Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 
adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang 
dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan 
kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta 
menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi 
profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 
luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif 
dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta 
didik, dan masyarakat sekitar. 
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Janawi (2012: 65) juga menjelaskan 4 kompetensi yang harus 
dimiliki oleh guru, yakni: 
1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan 
penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran, 
yang berhubungan dengan, yaitu: Pertama, menguasai karakteristik 
peserta didik; kedua, menguasai teori dan prinsip-prinsip 
pembelajaran; ketiga, mengembangkan kurikulum dan rancangan 
pembelajaran; keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik, memanfaatkan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) untuk 
kepentingan pembelajaran; kelima, memfasilitasi pengembangan 
potensi peserta didik; keenam, berkomunikasi secara efektif, 
empatik, dan satuan dengan peserta didik; ketujuh, 
menyelenggarakan evaluasi dan penilaian proses dan hasil belajar; 
kedelapan, memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian untuk 
kepentingan pembelajaran; dan kesembilan, melakukan tindakan 
reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.  
2) Kompetensi profesional merupakan kemampuan, keahlian, 
kecakapan dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai guru, berhubungan dengan: 
pertama, menguasai materi, struktur, konsep dan pola piker 
keilmuan yang sesuai dan mendukung bidang keahlian/bidang studi 
yang diampu; kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
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sesuai bidang studi yang diampu; ketiga, menguasai filosofi, 
metodologi, teknis dan praksis penelitian dan pengembangan ilmu 
yang sesuai dan kinerja profesionalitasnya dengan melakukan 
tindakan reflektif dan penggunaan TIK; dan kelima, meningkatkan 
kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat. 
3) Kompetensi kepribadian merupakan persyaratan mutlak bagi 
tenaga pendidik dalam proses pembelajaran karena kepribadian 
berhubungan pada pembentukan dimensi afeksi dan psikomotor 
anak didik. Adapun indikator-indikator dan ciri khasnya antara 
lain: Pertama, berjiwa pendidik dan bertindak sesuai dengan norma 
yang berlaku; kedua, jujur, berakhlak mulia dan menjadi teladan; 
ketiga, dewasa, stabil, dan berwibawa; dan keempat, memiliki etos 
kerja, tanggung jawab, dan percaya diri. 
4) Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berkaitan dengan 
kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang 
ada di sekitar dirinya. Kemampuan sosial ini dirinci menjadi 
beberapa indikator, yaitu: bersikap inklusif dan bertindak obyektif, 
beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas dan dengan 
lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empatik dan 
santun dengan komunitas profesi sendiri maupun profesi lain, 
secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk lain, serta 
berkomunikasi secara empatik dan santun dengan masyarakat luas.  
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Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan 
pekerjaannya guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen BAB IV mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi 
Pasal 10 Ayat (1) menyatakan, kompetensi guru sebagaimana dalam 
Pasal 8 meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut berkenaan terhadap 
seluruh proses dalam pendidikan seperti penguasaan teori, keahlian 
dalam mengajar, keteladanan, dan interaksi, sehingga diharapkan 
tercapainya keempat kompetensi tersebut dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan. Jika kompetensi gurunya baik, maka akan mempengaruhi 
kualitas anak didik. 
c. Profesionalisme Guru 
Profesionalisme berasal dari kata Bahasa Inggris professionalism 
yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang yang profesional 
memiliki sikap yang berbeda-beda dengan orang yang tidak 
profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama. (Sumiatun, 2011: 
31). 
Menurut Suyanto dan Asep Jihad (2013: 21), seorang guru yang 
memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap mental 
serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas 
profesional melalui berbagai cara dan strategi. 
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Guru yang profesional adalah guru yang benar-benar ahli dalam 
bidangnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sekaligus 
memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. (Ali Muhson, 2004: 8). 
Isjoni dalam Sumiatun (2011: 33) menjelaskan bahwa dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugasnya, guru profesional haruslah 
memiliki berbagai kompetensi antara lain: kemampuan untuk 
mengembangkan prestasi peserta didik, khususnya kemampuan 
intelektual. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, guru 
profesional harus menguasai falsafah pendidikan nasional, menguasai 
pengetahuan yang luas khususnya bahan pelajaran yang akan 
disampaikan kepada peserta didik, serta memiliki kemampuan teknis 
dalam penyususnan program pengajaran dan melaksanakannya. Guru 
profesional adalah komunikator yang dapat berkomunikasi dengan 
peserta didiknya dalam upaya mengembangkan kepribadian peserta 
didiknya. Sebagai profesi yang selalu berkembang, guru profesional 
hendaknya mampu mengadakan penelitian-penelitian yang berkaitan 
dengan peningkatan profesional seorang pendidik. 
Guru profesional menurut Hamzah B. Uno (2007: 16) adalah 
guru yang dapat menerapkan beberapa prinsip. Sebagai berikut: 
1) Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik 
pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat 
menggunakan berbagai madia dan sumber belajar yang 
bervariasi. 
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2) Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk 
aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri 
pengetahuan. 
3) Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam 
pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan 
tahapan tugas perkembangan peserta didik. 
4) Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan 
dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik 
(kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam 
memahami pelajaran yang diterimanya. 
5) Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, 
diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara 
berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas. 
6) Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau 
hubungan antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam 
kehidupan sehari-hari. 
7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta 
didik dengan cara memberikan kesempatan berupa 
pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan 
menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. 
8) Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam 
membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar 
kelas. 
9) Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta 
secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan 
perbedaannya tersebut. 
 
Tri Muwarningsih (Sumiatin, 2012: 34-35) menyatakan bahwa 
guru profesional pada masa sekarang dituntut oleh masyarakat harus 
mempunyai sifat-sifat: 
(1) Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki 
kebanggaan terhadap profesi guru, (2) mempunyai komitmen dan 
tanggungjawab yang tinggi terhadap peningkatan kualitas 
pendidikan, (3) mampu membuat murid belajar dan sadar akan 
tugasnya sebagai siswa yang mempunyai kewajiban untuk terus 
menerus belajar, (4) memberikan inspirasi dan motivasi kepada 
siswa, sehingga dapat dijadikan panutan dalam segala hal seperti 
tingkah laku, cara bicara, cara berpikir, (5) bisa megembangkan 
potensi yang ada pada anak didik, bukan membentuk yang seperti 
kita kehendaki, dan tidak berusaha memaksakan kehendak, (6) 
mampu melakukan pembaharuan-pembaharuan pembelajaran 
sesuai dengan tuntutan zaman dan selalu berpikir ke masa depan 
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tanpa melupakan yang telah lewat dan saat sekarang, (7) aktif 
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
kepentingan pembelajaran para siswa, (8) antisipatif dan inisiatif, 
(9) selalu mencari terobosan baru, (10) medengar dan 
memperhatikan siswa yang dilayani, dan (11) terbuka untuk 
masukan saran dan kritik. 
 
Mujtahid (2009: 36) mengatakan profesionalisme guru dapat 
dilihat juga dari kesesuaian (fitness) atau relevansi keluaran pendidikan 
dengan profesi yang disandangnya. 
Jadi, dapat dipahami bahwa profesionalisme guru merupakan 
kemampuan guru dalam menerapkan dan konsisten terhadap 
kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti 
kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan 
membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat 
memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, 
inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, 
komitmen, serta tanggung jawab. 
d. Profesionalisme Guru Sekolah Dasar 
 `Secara sederhana peningkatan kemampuan profesional guru dapat 
diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi 
matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi mampu 
mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi 
memenuhi kualifikasi, yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. 
Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru dapat 
diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum profesional 
menjadi profesional. (Ibrahim Bafadal, 2003: 44) 
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 Djauzak Ahmad dalam Oding Supriadi (2009: 4) menjelaskan 
pengembangan kemampuan guru sekolah dasar dilihat dari proses 
mencakup prinsip: 
(1) dimulai dari hal-hal yang positif, (2) hubungan antara 
pembina dan guru hendaknya didasarkan atas dasar hubungan 
kerabat kerja, (3) didasarkan pada pandangan yang objektif, (4) 
didasarkan pada tindakan yang manusiawi, (5) dapat mendorong 
pengembangan potensi, inisiatif, dan kreatif guru, (6) dapat 
dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta 
tidak mengganggu jam belajar efektif, (7) dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing guru, (8) dilaksanakan atas 
dasar kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan ketauladan, 
(9) pembina selalu tampil dalam peran beraram, dan (10) 
pembina harus mampu mengendalikan diri. 
 
Ibrahim Bafadal (2003: 45) mengatakan program peningkatan 
kemampuan profesional guru di sekolah dasar sebaiknya melalui 
langkah-langkah sebagai berikut. 
1) Mengidentifikasi kekurangan, kelemahan, kesulitan, atau 
masalah-masalah yang seringkali dimiliki atau dialami guru kelas, 
dan guru mata pelajaran.  
2) Menetapkan program peningkatan kemampuan profesional guru 
yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, 
kesulitan, dan masalah-masalah yang sering kali dimiliki atau di 
alami guru kelas dan guru mata pelajaran. 
3) Merumuskan tujuan program peningkatan kemampuan 
profesional guru yang diharapakan dapat dicapai pada akhir 
program pengembangan. Rumusan harus operasional sehingga 
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pencapaiannya dapat dengan mudah di ukur pada akhir 
pelaksanaan program.  
4) Menetapkan serta merancang materi dan media yang akan 
digunakan dalam peningkatan kemampuan profesional guru kelas 
dan guru mata pelajaran.  
5) Menetapkan serta merancang metode dan media yang akan 
digunakan dalam peningkatan kemampuan profesional guru kelas 
dan guru mata pelajaran. 
6) Menetapkan bentuk dan mengembangkan instrumen penilaian 
yang akan digunakan dalam mengukur keberhasialn program 
peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata 
pelajaran. 
7) Menyusun dan mengalokasikan anggaran program peningkatan 
kemampuan profesional guru kelas dan guru mata pelajaran. 
8) Melaksanakan program peningkatan kemampuan profesioanal 
guru dengan materi, metode, dan media yang telah ditetapkan dan 
dirancang. 
9) Mengukur keberhasilan program peningkatan kemampuan 
profesional guru. 
10) Menetapkan program tindak lanjut peningkatan kemampuan 
profesioanal guru kelas dan guru mata pelajaran. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru sekolah dasar harus mampu 
meningkatkan kualitas profesionalismenya agar dapat mencapai 4 
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kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru dapat dilakukan melalui berbagai program atau 
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dengan berbagai 
pertimbangan seperti tujuan, keberhasilan program, serta menentukan 
tindak lanjut dari program. 
e. Kebijakan Profesionalisme Guru 
Asep Suryana (2007: 7) menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan 
pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu 
pada misi peningkatan mutu pendidikan. Maka salah satu kebijakan 
untuk meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008 Tentang 
Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru 
dalam Jabatan menyatakan: 
Pasal 2: Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan 
bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan 
peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.  
Pasal 3: Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi 
guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut:  
a. memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk 
memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak 
mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah;  
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b. dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru 
dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta 
menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa 
mengabaikan kualitas;  
Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VI mengenai Standar 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (2) menyatakan 
Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: 
c. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 
atau sarjana (S1) 
d. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, 
kependidikan lain, atau psikologi; dan 
e. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI 
Diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 
tentang Guru pada BAB II mengenai Kompetensi dan Sertifikasi 
bagian kedua Pasal 4 Ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik bagi 
Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
Seperti yang diketahui bahwa kebijakan profesionalisme guru 
merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam 
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Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV 
tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan 
Sertifikasi: 
Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 
sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 
diploma empat. 
Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) 
Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi 
dan ditetapkan oleh Pemerintah. 
Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan 
anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi 
pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk 
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
47 
 
Jadi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008, Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 
serta Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan kebijakan 
yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru 
menjadi profesional dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta 
undang-undang tersebut.   
7. Otonomi Daerah 
a. Pengertian Otonomi Daerah 
Indonesia yang memiliki geografis berpulau-pulau menjadi salah 
satu kendala dalam hal pembangunan, terutama pembangunan 
pendidikan khususnya permasalahan pemerataan pendidikan. Kendali 
utama pendidikan adalah pemerintah pusat. Sehingga, segala 
keputusan yang bersifat secara menyeluruh harus menunggu 
pemerintah pusat. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat 
pembangunan di sektor pendidikan. Maka, kebijakan yang diambil 
pemerintah mengenai hal ini adalah pemberlakuan otonomi daerah. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa 
yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hal, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-undang ini 
juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 
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hukum yang mempunyai bata-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sakinah Nadir (2013: 4) menyatakan, makna dasar otonomi 
daerah adalah adanya suatu kewenangan bagi Pemerintah Daerah 
untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi 
perlaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi 
masyarakatnya.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah 
merupakan kewenangan atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus 
daerahnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, karena 
masyarakat merupakan salah satu komponen dalam pembuatan 
kebijakan pendidikan pada daerah otonom. 
b. Dasar Hukum Otonomi Daerah 
Pada tanggal 2 Januari 2001 yang lalu, Pemerintah Republik 
Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan 
otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 
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33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 
(Sjafrizal, 2014: 13-14). 
Sjafrizal (2014: 107) menyatakan, keinginan untuk mewujudkan 
otonomi daerah di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, otonomi 
daerah sudah sejak semula didambakan oleh bangsa Indonesia dan 
diharapkan akan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. 
Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan dapat berjalan dengan 
lancar jika tidak ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan 
masyarakat. Karena masyarakat merupakan sumber daya yang menjadi 
bagian dalam pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat 
merupakan hal yang penting. 
Jadi, dengan adanya dasar hukum otonomi daerah sistem 
pemerintahan akan menjadi lebih terarah dan dinamis sehingga 
pemerintah akan mudah dalam mengatur dan mengelola daerahnya 
disesuaikan dengan kemampuan daerah. 
c. Otonomi Daerah dan Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan otonomi daerah melahirkan pula kebijakan pendidikan 
guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan daerahnya. 
Kebijakan pendidikan yang dibuat dan diputuskan berdasarkan 
kebutuhan dari pendidikan itu sendiri. 
Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mengatur dan mengurus 
segala bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam bidang 
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pendidikan, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan-kebijakan. 
Menurut Silfia Hanani (2013: 109): 
Sudah saatnya diagendakan kembali pendidikan akhlak dengan 
kurikulum yang jelas. Salah satunya berdasarkan pendekatan-
pendekatan kearifan lokal. Tujuannya adalah melakukan 
transformasi dan perubahan perilaku serta membangun 
karakteristik individual yang sesuai dengan norma-norma. Oleh 
sebab itu, penyusunan pendidikan akhlak berbasis kearifan lokal 
adalah hal yang perlu apalagi di Indonesia yang memiliki beribu-
ribu etnis dan budaya. Supaya pendidikan akhlak tidak berada 
dalam ranah profane dan dapat mencapai sasaran tujuannya maka 
sangat diperlukan penyusunan kurikulum dari pendidikan akhlak 
itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, sebagai Negara multietnis 
dan multibudaya lokal maka penyusunan kurikulum pendidikan 
akhlak dapat dilakukan melalui kearifan lokal. Kearifan lokal ini 
biasanya bersinergi dengan ajaran-ajaran agama masyarkat 
setempat. 
 
Berdasarkan hasil penelitian disertasi oleh Baedhowi (2004: 3), 
diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi 
mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di 
kabupaten/kota, yaitu: (1) politik, (2) translation ability, (3) 
komitmen, (4) kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, (5) 
organisasi dan manajemen, (6) dana penunjang, (7) sarana dan 
prasarana, (8) budaya dan karakterstik masyarakat, dan (9) kepastian 
hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi. 
Maka, dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah 
memberlakukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan 
pendidikan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akan kebutuhan dan 
melibatkan masyarakat setempat.  
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d. Dampak Otonomi Daerah terhadap Pendidikan 
Menurut Sam M. Chan (2011: 8-10), dampak yang ditimbulkan 
dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut: 1) 
Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk 
mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah, 2) Desentralisasi 
pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar 
bagi para kepala dinas pendidikan, 3) Kebijakan ini juga ada 
kemungkinan akan menimbulkan jurang yang semakin besar antara si 
kaya dan si miskin, 4) Desentralisasi pendidikan ini juga bisa 
berdampak negatif terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru, 
5) Ada juga yang mengatakan bahwa desentralisasi ini hanya akan 
memindahkan praktik-praktik kotor korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) dari pusat ke daerah, 6) Selain penjelasan tersebut, dapat juga 
memprediksi tentang kemungkinan beragamnya hasil belajar siswa. 
Sam M. Chan (2011: 10) juga menjelaskan kekuatan kebijakan 
desentralisasi pendidikan era otonomi daerah adalah: 1) Sudah 
merupakan kebijakan yang populis, 2) Mendapat dukungan yang kuat 
dari berbagai pihak, khususnya dari para wakil rakyat yang 
menduduki kursi DPR-RI, 3) Sebagai hal yang telah lama ditunggu-
tunggu menyusul adanya perubahan sosial politik, 4) Kesiapan 
anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan 
sebesar 20 persen dari APBN tahun 2003, 5) Efisiensi perjalanan 
anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi. 
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Selain itu, menurut Sam M. Chan (2011: 11) kelemahan yang 
mungkin timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi 
pendidikan melalui UU Otonomi Daerah adalah: 1) Kurang siapnya 
SDM daerah terpencil, 2) Tidak meratanya pendapatan asli daerah 
(PAD), khususnya daerah-daerah miskin, 3) Mental korup yang telah 
membudya dan mendarah daging, 4) Menimbulkan raja-raja kecil di 
daerah surplus, 5) Dijadikan komoditas, 6) Belum jelasnya pos-pos 
pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas dalam 
mengalokasikannya. 
Menurut Suyanto dan Asep Jihad (2013, 3-4), ―pada era otonomi 
pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang amat besar 
bagi penentuan kualitas guru yang diperlukan di daerahnya masing-
masing‖. 
Jadi, dampak yang diharapkan dengan adanya otonomi daerah 
yakni dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengambilan 
kebijakan yang tepat sasaran dengan menitikberatkan pada dampak 
positifnya. Karena kebijakan yang dibuat pada otonomi daerah telah 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. 
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Setianingrum, Skripsi Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2013 dengan judul ―Implementasi Kebijakan 
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Jenjang 
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SMA Negeri di Kota Yogyakarta‖. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang SMA Negeri di Kota Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 
penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan staf Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 
SMA Negeri 4 Yogyakarta, SMA Negeri 5 Yogyakarta, SMA Negeri 6 
Yogyakarta dan SMA Negeri 7 Yogyakarta. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 
yang dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Mekanisme pelaksanaan 
kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS jenjang SMA Negeri di 
Kota Yogyakarta secara umum dimulai dengan koordinasi, pengumpulan 
database guru, verifikasi data, penataan guru, dan pemindahan guru, (2) 
Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS dilihat dari 
aspek komunikasi sudah jelas dan konsisten, sumber daya staf, fasilitas, 
anggaran dan kewenangan sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari 
pelaksana, penyebaran tanggung jawab yang jelas dan kerjasama yang 
baik antar pelaksana kebijakan, (3) Dampak positif bagi guru adalah 
terpenuhinya beban mengajar 24 jam dan kemudahan pencarian jam 
tambahan sedangkan dampak negatifnya adalah pemutasian dan 
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penambahan jam di sekolah lain yang menimbulkan masalah bagi guru 
seperti kesulitan beradaptasi di sekolah baru, adanya konflik batin karena 
harus menggantikan menggeser guru yang sudah lama, jadwal kegiatan 
antar sekolah yang bertabrakan serta bertambahnya jarak dan waktu di 
perjalanan. Dampak positif bagi sekolah adalah terpenuhinya kebutuhan 
guru PNS di setiap mapel walaupun juga menimbulkan beberapa 
permasalahan seperti timbulnya konflik internal dan peserta didik yang 
menjadi kurang diperhatikan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aos Nuari, Skripsi Universitas 
Indonesia tahun 2012 dengan judul ―Analisis Implementasi Kebijakan 
Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta 
Barat‖. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan 
Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis 
implementasi kebijakan dari George Edward III menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan subjek Kepala Seksi Sertifikasi Pusat 
Pengembangan Profesi Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional, 
Sekretaris Suku Dinas Pendidikan Dasar bagian Tenaga Pendidik Jakarta 
Barat, kepala sekolah dasar di Kecamatan Palmerah, dan guru-guru 
sekolah dasar yang telah atau pernah mengikuti sertifikasi guru. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
data kualitatif dan conversation analysis. Hasil penelitian ini 
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menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah 
berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatan-hambatan 
yaitu: kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan 
kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, 
kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis 
dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi 
guru. Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian, maka saran untuk 
pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana 
operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarakan pada 
latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi, memilih lokasi yang startegis dan dibentuknya pengawas 
independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. 
Adapun dalam pembahasan skripsi tentang Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Profesionalisme Guru Tingkat Sekolah Dasar Pasca Otonomi Daerah 
ini penulis lebih menekankan pada kebijakan apa saja yang implementasikan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Besar untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar. Selain itu, penulis juga 
memfokuskan pada program-program apa yang diterapkan dalam mendukung 
kebijakan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah 
dasar. 
C. Kerangka Pikir Penelitian 
Telah diketahui, berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 
31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
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pendidikan. Kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayat (3) menyatakan, 
―pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 
dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau 
kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk 
peningkatan kualitas satuan pendidikan.‖ Pendidikan merupakan faktor utama 
dalam upaya pembangunan di setiap negara. Maka, pemerintah perlu 
melakukan upaya-upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki serta 
meningkatkan seluruh komponen yang mendukung proses pendidikan agar 
mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan.  
Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan 
adalah guru. Profesionalisme guru sangat mendukung peningkatan kualitas 
pendidikan. Untuk mencapai profesionalisme tersebut, telah diatur dalam 
Undang-undang Guru dan Dosen. Kemudian, memperbaiki serta 
meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah menyusunnya dalam 
Standar Nasional Pendidikan yang harus dicapai oleh masing-masing sekolah, 
termasuk Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik. 
Berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidkan tersebut, pemerintah 
melalui kebijakan otonomi daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah 
melalui kebijakan pendidikan, menerapkan program untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru khususnya pada tingkat sekolah dasar, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
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Lebih ringkasnya, penjabaran kerangka berfikir di atas dapat dilihat pada 
bagan kerangka berfikir berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. 
Kerangka Berpikir 
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D. Pertanyaan Penelitian 
 Untuk mengarahkan penelitian yang dilaksanakan agar dapat 
memperoleh hasil yang optimal, maka perlu adanya pertanyaan penelitian 
antara lain: 
1. Bagaimana kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan peningkatan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
3. Program-program apa yang dibuat untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
6. Bagaimana dampak setelah adanya program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
 Moh. Nazir (2011: 84) mengatakan, penelitian adalah suatu proses 
mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang lama dengan 
menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan 
peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 
mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomesa dalam proses 
penelitian di lapangan. 
 Rusdin Pohan (2007: 7) menyatakan, pendekatan kualitatif merupakan 
penelitian terhadap suatu proses, peristiwa atau perkembangan dimana bahan-
bahan atau data yang dikumpulkan adalah berupa keterangan-keterangan 
kualitatif. Data kualitatif diperoleh lewat wawancara mendalam dan observasi. 
 Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, 
hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta 
utuh karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. (Sugiyono, 2013: 17) 
 Penelitian ini disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif, karena 
dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan keterangan-
keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis 
maupun lisan (wawancara) dari orang-orang yang diteliti saat pelaksanaan 
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penelitian tentang kebijakan peningkatan kualitas profesionaliesme guru 
tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa. 
B. Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam 
sebuah penelitian, sehingga merupakan hal yang sangat penting karena 
terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti. Pemilihan 
narasumber adalah yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu 
untuk meneliti kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru. 
 Peran subjek dalam penelitian adalah memberikan informasi dan 
tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan 
masukan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk 
mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka 
peneliti menggali informasi dari Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan TK & SD karena seksi ini yang menangani langsung 
segala hal yang berkaitan dengan guru dan 5 kepala sekolah yakni Kepala 
Sekolah SD Negeri 1 Moyo merupakan salah satu sekolah di daerah pedesaan 
yang jaraknya tidak jauh dari kota, SD Negeri 9 Alas salah satu sekolah 
unggulan yang jaraknya jauh dari kota , SD Negeri 2 Pulau Bungin merupakan 
salah satu sekolah yang di pulau, SD Negeri 2 Sumbawa salah satu sekolah 
unggulan di kota, dan SD Negeri Samri yang terletak di daerah terpencil 
namun jaraknya tidak jauh dari kota. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa dan 5 sekolah dasar yakni SD Negeri 1 Moyo, SD Negeri 9 
Alas, SD Negeri 2 Pulau Bungin, SD Negeri 2 Sumbawa, dan SD Negeri 
Samri. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan 
April 2015. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 Menurut Rusdin Pohan (2007: 57), teknik pengumpulan atau peliputan 
data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta 
di lapangan. 
 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan 
data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant observation), 
wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. (Sugiyono, 2013: 
309). 
 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan 
dokumentasi. 
1. Wawancara 
 Menurut Koentjaraningrat (Rusdin Pohan, 2007: 57), wawancara 
(interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang 
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dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 
maupun tidak langsung.  
 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dan 
berulang-ulang terhadap para narasumber mengenai kebijakan yang 
diambil dan program yang dibuat untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar pasca otonomi daerah di 
Kabupaten Sumbawa. Metode wawancara ini ditujukan pada Kepala Seksi 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK & SD dan 5 
kepala sekolah yakni Kepala Sekolah SD Negeri 1 Moyo, SD Negeri 9 
Alas, SD Negeri 2 Pulau Bungin, SD Negeri 2 Sumbawa, dan SD Negeri 
Samri. 
2. Dokumentasi 
 Riduwan (2007: 31) menjelaskan studi dokumentasi ditujukan untuk 
memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku 
yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 
dokumenter, dan lain-lain. Metode studi dokumentasi digunakan untuk 
mencermati hal-hal penting yang berupa catatan yang tidak dapat 
dilakukan dengan cara wawancara atau observasi.  
 Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru di 
Kabupaten Sumbawa berupa jumlah pendidik guru SD berdasarkan 
pendidikan terkahir, bukti kerjasama Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dengan perguruan tinggi, daftar nama gugus yang 
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ada di wilayah Kabupaten Sumbawa, dan lain sebagainya yang fungsinya 
sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer, 
E. Instrumen Penelitian 
 Menurut Suharsimi Arikunto (1991: 160) instrumen penelitian adalah 
alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 
agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 
cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Instrumen sebagai alat 
pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa 
sehingga dapat menghasilkan data yang empiris sebagaimana adanya. Untuk 
lebih memudahkan penyusunan instrumen, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi 
instrumen secara umum.  
1. Pedoman Wawancara 
 Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 
data langsung dari subjek atau sampel wawancara yang telah dipilih yang 
digunakan sebagai bahan analisa dan informasi. Subjek wawancara dalam 
penelitian ini meliputi Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan TK & SD dan 5 kepala sekolah yakni Kepala 
Sekolah SD Negeri 1 Moyo, SD Negeri 9 Alas, SD Negeri 2 Pulau 
Bungin, SD Negeri 2 Sumbawa, dan SD Negeri Samri.  
2. Pedoman Dokumentasi 
 Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data  
melalui dokumen-dokumen, arsip, perekaman suara ketika wawancara 
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terkait dengan yang diteliti. Dokumentasi yang diperoleh dari catatan 
tertulis untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara. 
F. Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2013: 335). 
 Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif. 
Menurut Saifuddin Azwar (1999: 126) teknik analisis data deskriptif bertujuan 
untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari 
variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak 
dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. 
 Maka, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 
analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari 
indikator-indikator yang ada, membandingkan dan menghubungkan antara 
indikator yang satu dengan indikator yang lain. 
 Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengacu 
konsep dari Hubberman dan Milles (Sugiyono, 2013: 338), yaitu komponen 
dalam analisis data interactive model yang diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1. Data Reduction (Reduksi Data) 
 Reduksi data berarti merangkum, kemudian memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
kemudian membuang yang tidak perlu. Sehingga, data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 
bila diperlukan. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
 Data yang telah dikumpulkan sangat banyak, sehingga akan sulit 
untuk melihat inti dari apa yang telah diteliti. Setelah data direduksi, maka 
langkah selanjutnya adalah mendisplay-kan data. Dalam penelitian 
kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif.  
 Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja seanjutnya berdasarkan 
apa yang telah difahami tersebut.  
3. Conclution Drawing/verification. 
  Setelah data disajikan dan diolah, maka akan diperoleh kesimpulan 
yang dirasa masih ragu, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
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tahap pengumpuan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
G. Keabsahan Data 
 Menurut Lexy J. Moleong (2013: 320-321) keabsahan data adalah bahwa 
setiap keadaan harus memenuhi, mendemostrasikan nilai yang benar, 
menyediakan dasar agar hal itu dapat ditetapkan, dan memperbolehkan 
keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 
kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Dijelaskan lagi, menurut 
Lexy J. Moleong (2013: 326) teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi: 
perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, triangulasi, 
pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, pengecekan 
anggota, uraian rinci, dan auditing. 
 Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah dengan 
cara mengecek kebenaran data yang diperoleh dengan data yang diperoleh dari 
sumber lain agar data tersebut dapat dipercaya yang disebut dengan 
triangulasi. Keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dapat 
menggunakan triangulasi sumber. Menurut Lexy J. Moleong (2013: 330) 
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 
1. Sejarah Kabupaten Sumbawa 
  Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada     42’–    22’ Bujur 
Timur,    ’–   ’ Lintang Selatan. Adapun batas wilayah Kabupaten 
Sumbawa yakni sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah 
timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah selatan berbatasan 
dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas. 
  Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah mencapai 11.556,44 
Km² (45,52% dari luas Provinsi NTB), yang terdiri dari daratan 6.643,98 
km², dan lautan 4.912,46 km² yang memiliki 24 kecamatan. Bentuk 
topografis Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan 
ketinggian antara 0-1.730 meter di atas permukaaan laut (mdpal), dimana 
sebagian besar di antaranya (355.108 Ha) berada pada ketinggian 100 
hingga 500 mdpal (41,81%). 
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Tabel 1. 
Luas Wilayah Kabupaten Sumbawa  
Menurut Kecamatan Tahun 2013 
 
No. Kecamatan 
Luas Wilayah 
Km % 
1 Alas 123,04 2,64 
2 Alas Barat 168,88 1,16 
3 Utan  155,42 2,80 
4 Rhee 230,82 3,01 
5 Labuhan Badas 435,89 6,69 
6 Batu Lanteh 391,40 5,89 
7 Sumbawa 44,83 0,66 
8 Moyo Hilir 186,79 2,81 
9 Moyo Utara 90,80 1,37 
10 Moyo Hulu 311,96 4,70 
11 Lape  204,43 3,07 
12 Lopok  155,59 2,34 
13 Lunyuk  513,74 7,73 
14 Orong Telu 465,97 7,01 
15 Lantung  167,45 2,52 
16 Ropang  444,48 6,69 
17 Lenangguar  504,32 7,59 
18 Maronge  274,75 4,46 
19 Plampang  418,69 7,11 
20 Empang  558,55 8,41 
21 Labangka  243,08 2,52 
22 Tarano  333,71 5,02 
23 Buer  137,01 2,66 
24 Unter Iwes 82,38 1,13 
  Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumbawa, 2013 
 
  Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa meningkat dari tahun 2010 
sampai 2013 yaitu dari 415.789 pada tahun 2010, 419.989 pada tahun 
2011, 423.029 pada tahun 2012, dan tahun 2013 sebesar 426.128.  
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Tabel 2. 
Penduduk Kabupaten Sumbawa Menurut Jenis Kelamin  
dan Sex Ratio Dirinci Per Kecamatan Tahun 2013 
Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Lunyuk       9.546           8.993  18.539     106  
2. Orong Telu       2.456           2.238  4.694       110  
3. Alas     14.554         14.261  28.815       102  
4. Alas Barat       9.595           9.266  18.861       104  
5. Buer       6.992           6.993  13.985       100  
6. Utan     14.869         14.602  29.471       102  
7. Rhee       3.680           3.391  7.071       109  
8. Batulanteh       5.431           4.976  10.407       109  
9. Sumbawa     29.214         28.478  57.692       103  
10. Labuhan Badas     14.978         14.789  29.767       101  
11. Unter Iwes       9.556           9.051  18.607       106  
12. Moyohilir     11.487         11.168  22.655       103  
13. Moyo Utara       4.765           4.612  9.377       103  
14. Moyohulu     10.510           9.925  20.435       106  
15. Ropang       2.710           2.439  5.149       111  
16. Lenangguar       3.399           3.088  6.487       110  
17. Lantung       1.442           1.401  2.843       103  
18. Lape       8.478           8.049  16.527       105  
19. Lopok       9.090           8.939  18.029       102  
20. Plampang     14.601         13.899  28.500       105  
21. Labangka       5.392           5.046  10.438       107  
22. Maronge       5.194           4.814  10.008       108  
23. Empang     11.403         10.805  22.208       106  
24. Tarano       7.915           7.648  15.563       103  
Jumlah  217.257      208.871  426.128       104  
Tahun 2012  216.066      206.963  423.029       104  
Tahun 2011  214.387      205.602  419.989       104  
Tahun 2010  212.185      203.604  415.789       104  
 Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumbawa 
  Dari data jumlah kecamatan dan peningkatan jumlah penduduk di 
atas, pendidikan di Kabupaten Sumbawa merupakan hal yang harus 
ditingkatkan kualitasnya, maka ini merupakan peran Dinas pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa.  
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2. Profil Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
  Dinas  Pendidikan  Nasional  Berdiri Pertama Kali di Kabupaten 
Sumbawa dengan nama Dinas P dan K, (Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan) kemudian pada tahun 1984 berubah nama menjadi 
DEPDIKBUD (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian 
dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan 
Keuangan untuk Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 
mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa di dalamnya, diberikan 
kewenangan yang lebih luas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan 
terhadap masyarakat dengan berdasakan atas potensi dan kemampuan 
yang ada. Konsekuensi selanjutnya bahwa dalam penerapan dan 
pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  
  Seiring dengan adanya otonomi daerah maka DEPDIKBUD 
berganti nama dengan sebutan Dinas Pendidikan Nasional yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa No. 5 Tahun 2008 yang isinya 
mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa beralamatkan di Jalan Manggis Nomor 2 Sumbawa Besar 
Telepon (0371) 21213 Fax (0371) 21012. 
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  Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa bekerja dengan visinya yakni ―Terselenggaranya 
Layanan Prima Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas Kompetitif, 
Berbudaya dan Berakhlak Mulia‖ 
  Misi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa adalah (a) 
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah yang Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten; (b) 
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan 
Kualitas / Relevansi Layanan Pendidikan Menengah; (c) Mewujudkan 
Kesetaraan Dalam Memperoleh Layanan Pendidikan Usia Dini, 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; (d) Meningkatkan Kualitas 
Tata Kelola Layanan Pendidikan. 
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa 
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Nasional, terdiri dari: 
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Diknas Pendidikan Nasional. 
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Bagian Program. 
b. Sub Bagian Keuangan. 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari: 
1) Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak terdiri dari: 
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a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar dan 
Taman Kanak-Kanak. 
b) Seksi Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar dan Taman 
Kanak-Kanak. 
c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Taman 
Kanak-Kanak. 
2) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari: 
a) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah. 
b) Seksi Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah. 
c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah. 
3) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal terdiri dari: 
a) Seksi Pendidikan anak Usia Dini. 
b) Seksi Pendidikan Kesetaraan. 
c) Seksi Pendidikan Masyarakat. 
4) Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan terdiri dari: 
a) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. 
b) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Sekolah Menengah Pertama. 
c) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / 
Nonformal / Informal. 
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5) Unit Pelaksana Teknis Diknas terdiri dari: 
a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis. 
b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha. 
c) Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 2. 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA 
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4. Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa 
   Dinas Pendidikan Nasional merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah, dipimpin oleh Kepala Diknas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat daerah. Dinas 
Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah 
daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
  Dinas Pendidikan Nasional dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan bidang pendidikan. 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan. 
c. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang 
pendidikan. 
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelayanan 
kegiatan Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak, 
Pendidikan Menengah, Pendidikan Nonformal dan Informal, 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
e. Pelaksana kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan Nasional. 
f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 
Nasional. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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 Khusus untuk implementasi kebijakan peningkatan kualitas 
profesionalisme guru berada di bawah bidang Bidang Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) khususnya pada Seksi 
Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
a. Bidang Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan 
1) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
2) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan 
kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan pada pendidikan Taman Kanak-Kanak, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal 
dan informal. 
3) Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi: 
a) Perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan. 
b) Penyusunan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
c) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
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d) Pembinaan dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga 
kependidikan. 
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman 
Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 
1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan. 
2) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas 
pokok melakukan pengembangan mutu dan kualitas program 
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. 
3) Dalam Melaksanakan tugas pokok, Seksi Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan 
Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi: 
(a) Penyusunan konsep kebijakan bidang peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan Taman Kanak-kanak dan 
sekolah dasar. 
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(b) Penyusunan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. 
(c) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu pendidik 
dan tenaga kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah 
Dasar. 
4) Rincian  tugas Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar adalah 
sebagai berikut: 
(a) Menyusun rencana kerja seksi. 
(b) Menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada pendidikan Taman Kanak-Kanak dan 
Sekolah Dasar. 
(c) Menyelenggarakan peningkatan kesejahteran, pemberian 
penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga 
kependidikan pada pendidikan Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar. 
(d) Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap 
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan TK dan 
SD. 
(e) Melaksanakan sertifikasi pendidik pada pendidikan TK dan 
SD. 
(f) Melaksanakan uji kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan pada pendidikan TK dan SD. 
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(g) Menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik untuk 
memenuhi standar kompetensi pada pendidikan TK dan SD. 
(h) Melakukan pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
(K3S) pada TK dan SD. 
(i) Melakukan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 
Gugus pada pendidikan TK dan SD.  
(j) Melakukan pembinaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah 
(KPPS) pada pendidikan TK dan SD. 
(k) Menyelenggarakan pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk 
memenuhi standar kualifikasi pada pendidikan TK dan SD. 
(l) Mengembangkan sistem pendataan dan pemetaan pendidik 
dan tenaga kependidikan pada pendidikan TK dan SD. 
(m) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan seksi   
(n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Maka, sudah menjadi tugas utama dari bidang Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar khususnya pada 
peningkatan kualitas profesionalisme guru. 
Dalam upaya meningkatkan kualitas profesionalisme guru tingkat 
sekolah dasar, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
memfokuskan pada program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana 
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(S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) karena kedua 
program tersebut merupakan program unggulan yang dapat 
mengembangkan potensi pendidik di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, 
kedua program tersebut merupakan program yang dilakukan secara 
continue atau berkelanjutan dan lebih mementingkan peran pendidik 
dalam kegiatan. 
Program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) merupakan pengaplikasian 
tugas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa. Untuk program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi 
Guru dalam Jabatan (SKGJ) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 
15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri 
dengan Lembaga Asing Nonpemerintah Pasal 17 Ayat (2), pelaksanaan 
kerjasama mengikutsertakan organisasi masyarakat setempat, lembaga 
swadaya masyarakat lokal yang terdaftar di pemerintah daerah dan 
perguruan tinggi harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. 
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Tabel 3. 
Jumlah Pendidik Sekolah Dasar Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Wilayah SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 Jumla
h  
Jumlah 0 0 350 0 480 10 0 1339 5 0 2184 
Kec. Alas 0 0 9 0 20 0 0 83 0 0 112 
Kec. Alas Barat 0 0 16  10 0 0 89 1 0 116 
Kec. Batu 
Lanteh 
0 0 34 0 21 0 0 44 0 0 99 
Kec. Buer 0 0 4 0 12 1 0 32 1 0 49 
Kec. Empang 0 0 15 0 36 0 0 71 0 0 121 
Kec. Labangka 0 0 6 0 7 0 0 13 0 0 26 
Kec. Labuhan 
Badas 
0 0 44 0 27 2 0 76 0 0 149 
Kec. Lantung 0 0 4 0 6 0 0 1 0 0 11 
Kec. Lape 0 0 19 0 18 0 0 59 0 0 96 
Kec. 
Lenangguar 
0 0 6 0 12 1 0 27 0 0 46 
Kec. Lopok 0 0 13 0 30 0 0 71 0 0 114 
Kec. Lunyuk 0 0 11 0 21 0 0 58 0 0 90 
Kec. Maronge 0 0 3 0 9 0 0 29 0 0 41 
Kec. Moyo Hilir 0 0 18 0 36 0 0 75 0 0 129 
Kec. Moyo Hulu 0 0 9 0 24 1 0 62 0 0 96 
Kec. Moyo 
Utara 
0 0 13 0 30 0 0 35 0 0 78 
Kec. Orong 
Telu 
0 0 13 0 12 1 0 12 0 0 38 
Kec. Plampang 0 0 15 0 13 0 0 101 0 0 129 
Kec. Rhee 0 0 5 0 5 0 0 16 0 0 26 
Kec. Ropang 0 0 8 0 9 1 0 16 0 0 33 
Kec. Sumbawa 0 0 34 0 31 2 0 185 2 0 254 
Kec. Tarano 0 0 13 0 35 0 0 34 0 0 81 
Kec. Unter Iwes 0 0 28 0 25 0 0 71 0 0 121 
Kec. Utan 0 0 10 0 31 1 0 79 1 0 122 
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  Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah guru di 
Kabupaten Sumbawa pada tahun 2014 sebanyak 2184 guru yang dirinci 
berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh guru. Selain itu 
masih terdapat guru yang belum terkualifikasi yakni sebanyak 660 guru 
hingga tahun 2014 setelah dikurangi 180 guru yang telah berhasil 
mengikuti kebijakan kualifikasi pendidik dengan program Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) menjadi 480 guru, 
sehingga menjadi tugas dari Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan dan 
tenaga Kependidikan untuk melakukan kualifikasi. 
B. Hasil Penelitian 
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru Tingkat 
Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Besar 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa telah berupaya 
untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru khususnya pada guru 
tingkat sekolah dasar. Upaya yang dilakukan merupakan pengembangan 
dari kebijakan yang telah diambil dari kebijakan pemerintah pusat yakni 
pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik. Hal tersebut sesuai dengan 
yang diungkapkan oleh Ibu AR yang merupakan Kepala Seksi 
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan TK dan SD, 
beliau mengungkapkan bahwa:  
―Kebijakan dari pemerintah daerah pertama yang diambil yakni 
menganggarkan anggaran pendidikan itu sendiri, tetap di support. 
Kebijakannya yakni kebijakan pembinaan gugus dan kualifikasi 
pendidik. Anggaran pendidikan kita sekarang didukung setiap 
program, kualifikasi S1 didukung dengan pemberian bantuan 
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tunjangan kualifikasi itu. Kita kerja mengusahakan melaksanakan 
dari Undang-undang Guru dan Dosen. Jadi, apakah pemerintah 
daerah mau melaksanakan atau tidak kebijakan dari pusat tersebut. 
Termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi.‖ (AR/12/2/2015) 
 
  Selanjutnya Ibu AR menjelaskan:  
 ―Kita melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari pemerintah 
pusat, kami kembangkan sesuai dengan potensi kami. Jadi 
kebijakan pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik adalah 
kebijakan yang kami ambil karena hal ini sifat berkelanjutan juga 
dilaksanakan lebih sering.‖ (AR/16/2/2015)  
 
 Pada awalnya, dalam membuat kebijakan, Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa menelaah kebutuhan dari para pendidik 
terutama pada hal keprofesionalannya. Seperti yang diungkapkan oleh 
Ibu AR: 
―Pertama kami meminta setiap sekolah yang ada di Kabupaten 
Sumbawa untuk mengisi data pendidik yang telah kami sediakan di 
setiap sekolah. Setiap bulan kepala sekolah menyerahkan kepada 
kami data tersebut. Nah dari situlah kami dapat mengidentifikasi 
masalah apa saja yang ada pada peserta didik, seperti kami 
mengidentifikasi pendidikan terakhir dari guru-guru. Kemudian 
kami merumuskan kebijakan serta program yang sesuai dengan 
masalah yang kami dapatkan tadi. Ya selanjutnya kami laksanakan, 
namun kami sosialisasikan terlebih dahulu ke setiap gugus-gugus 
per kecamatan. Setelah terlaksana, bagian PK guru atau Penilaian 
Kinerja Guru lah yang menilai atau mengevaluasinya‖. (13/3/2015) 
 
Jadi kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Pendidikan Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan kebutuhan guru 
untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalismenya khususnya pada 
guru tingkat sekolah dasar. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumbawa telah menyediakan anggaran untuk pendidikan di Kabupaten 
Sumbawa dengan melakukan pembinaan gugus dan kebijakan 
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peningkatan kualifikasi pendidik. Kedua kebijakan tersebut merupakan 
pengembangan dari kebijakan yang ada pada pemerintah pusat. 
2. Implementasi Program Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru 
Tingkat Sekolah Dasar  
Pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik merupakan kebijakan 
yang diambil oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru sekolah dasar. 
Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk program 
yakni Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan 
bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ).  
Dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan di Kabupaten 
Sumbawa menggunakan teori dari Grindle dalam H. A. R. Tilaar dan 
Riant Nugroho (2008: 220) yakni keberhasilan kebijakan ditentukan oleh 
isi kebijakan dan konteks implementasinya. Hal ini sesuai dengan teknis 
pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumbawa bahwa setelah 
kebijakan dari pusat diputuskan, maka pemerintah daerah 
mentransformasikan sehingga kebijakan dapat diimplementasikan. Isi 
kebijakan mencakup: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 
 Pengimplementasian kebijakan pendidikan khususnya kebijakan 
peningkatan kualitas profesionalisme guru dilatarbelakangi oleh 
adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 
profesionalisme guru sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa. Adanya 
85 
 
pihak yang dipengaruhi dan terpengaruhi merupakan aktivitas yang 
saling terkait dan merupakan hubungan timbal balik. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan 
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut: 
―Dalam melaksanakan program pasti ada yang mempengaruhi 
dan dipengaruhi ya. Kebijakan pendidikan di Kabupaten 
Sumbawa ya pasti yang dipengaruhi adalah guru, kepala sekolah 
juga. Karena kita tahu guru itu tonggak utama pendidikan. Jadi, 
sudah pasti kalau ada kebijakan maka guru adalah aspek yang 
pasti terpengaruhi‖. (AR/12/2/2015) 
   
 Kemudian Bapak AH sebagai kepala di salah satu sekolah di 
daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota juga 
menjelaskan: 
―Kebijakan dari dinas itu pasti ada sasarannya. Kebijakan dibuat 
juga tentu mempengaruhi apa yang menjadi sasaran itu seperti 
guru, siswa, serta perangkat sekolah lainnya yang membantu 
pelaksanaan kebijakan itu‖. (AH/16/2/2015) 
 
 Kemudian salah satu kepala sekolah di daerah pedesaan yang 
jaraknya jauh dari kota, Bapak MY juga menjelaskan: 
―Kebijakan yang dibuat semua pasti untuk kebaikan bersama, 
terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan 
dari dinas tentu mempengaruhi saya sendiri sebagai kepala 
sekolah, guru, dan siswa itu sendiri. Jadi, apa yang dipengaruhi 
oleh kebijakan ini akan memberikan perubahan yang baik‖. 
(MY/14/2/2015) 
 
 Ibu SR sebagai salah satu kepala sekolah di SD yang berada di 
pulau juga menguatkan: 
―Saya sendiri sebagai kepala sekolah juga pasti dipengaruhi, 
mbak. Apalagi guru-guru yang lain. Kebijakan dari dinas itu 
sasarannya kami selaku perangkat sekolah, murid-murid juga‖. 
(SR/14/2/2015) 
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Salah satu kepala sekolah unggulan di kota, Ibu EW menguatkan 
bahwa: 
―Kebijakan dari dinas bersifat universal untuk semua sekolah. 
Dari kebijakan itu, banyak yang terpengaruhi seperti, semua 
guru, murid-murid, termasuk kepala sekolah juga‖. 
(EW/16/2/2015) 
 
Bapak AU salah satu kepala sekolah di daerah terpencil 
memberikan keterangan yang sama: 
―Kepala sekolah, guru, dan siswa merupakan hal yang penting 
dalam kebijakan. Jadi pasti terpengaruhi semisal ada perubahan 
kebijakan dari dinas‖. (AU/16/2/2015) 
 
 Maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang terpengaruhi 
oleh adanya kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru di 
Kabupaten Sumbawa adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. 
Kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat dan perubahan 
yang diinginkan. 
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan  
 Selain kepentingan yang terpengaruhi, isi kebijakan juga 
mencakup manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan yang 
diimplementasikan. Manfaat dari program Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) adalah guru menjadi aktif dalam pembelajaran, kreatif serta 
mampu meningkatkan kualitas sekolah maupun siswanya. Hal ini 
diterangkan oleh Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, Ibu AR: 
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―Manfaat dari kebijakan itu pasti kita inginkan meningkat untuk 
guru, sehingga kualitas mengajar ke siswanya jadi lebih baik‖.  
(AR/12/2/2015) 
 
 Kemudian Bapak AH sebagai kepala di salah satu sekolah di 
daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota juga 
menjelaskan: 
―Akan secara langsung dapat meningkatkan kualitas dari peserta 
didik tau siswanya itu sendiri, karena guru yang berkualitas dan 
profesional pasti bisa menyalurkan ilmu dan pengetahuannya 
kepada siswanya‖. (AH/16/2/2015) 
 
 Kemudian salah satu kepala sekolah di daerah pedesaan yang 
jaraknya jauh dari kota, Bapak MY juga menjelaskan: 
―Guru yang profesional akan membawa kemajuan pada sekolah 
tempat ia mengajar, mengapa? Karena dengan tenaga pengajar 
yang berkualitas akan membangun semangat positif bagi 
sekolah dalam berinovasi dan berkreasi untuk mencapai 
program-program yang sudah ada‖. (MY/14/2/2015) 
 
Manfaat dari program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru 
dalam Jabatan (SKGJ) tidak jauh beda dari Kelompok Kerja Guru 
(KKG), sebagaimana diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut: 
 
 Ibu SR sebagai salah satu kepala sekolah di SD yang berada di 
pulau juga menguatkan: 
―Guru yang profesional sangat dibutuhkan untuk memajukan 
sekolah terutama guru yang punya perhatian dan semangat lebih 
kepada siswa‖. (SR/14/2/2015) 
 
Salah satu kepala sekolah unggulan di kota, Ibu EW menguatkan 
bahwa: 
―Hasil yang diperoleh tentunya siswa yang berkualitas pula. 
Berkualitas dalam hal penguasaan bahan ajar, kedisiplinan dan 
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motivasi belajar siswa. Hal itu otomatis didapatkan‖. 
(EW/16/2/2015) 
 
Bapak AU salah satu kepala sekolah di daerah terpencil 
memberikan keterangan yang sama: 
―Dampaknya ke kinerja guru itu sendiri, akan meningkatkan 
semangat mengajarnya, lebih disiplin dan lebih menguasai 
materi ajar yang akan disampaikan pada siswanya‖. 
(AU/16/2/2015)  
 
 Maka berdasarkan pernyataan Ibu AR selaku kepala Seksi 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD, 
Bapak AH, Bapak MY, Ibu SR, Ibu EW, serta Bapak AU selaku 
kepala sekolah dapat diketahui bahwa memiliki kesamaan dalam hal 
manfaat yang akan dihasilkan dari implementasi kebijakan 
peningkatan kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar 
yakni menjadikan pendidik aktif dalam pembelajaran, kreatif, 
inovatif, serta motivasi tinggi terhadap siswa sehingga mampu 
meningkatkan kualitas sekolah dan siswanya. 
c. Derajad perubahan yang diinginkan 
 Berdasarkan dari hasil kajian dokumen dapat diketahui bahwa 
kebijakan peningkatan kualitas profesionalisme guru di Kabupaten 
Sumbawa menginginkan perubahan yang mengacu pada 
ketercapaian 4 kompetensi guru. Hal ini sebagaimana diterangkan 
oleh Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Ibu AR sebagai berikut: 
―Setiap program, kita pasti punya target untuk evaluasi. Kita 
harapkan perubahan terjadi pada guru sesuai dengan 4 
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kompetensi guru yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut‖.  
(AR/12/2/2015) 
 
 Kemudian Bapak AH sebagai kepala di salah satu sekolah di 
daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota juga 
menjelaskan: 
―Kita mengharapkan guru menjadi profesional secara teori, 
keahlian, kepribadian, dan sosialnya‖. (AH/16/2/2015) 
 
Selanjutnya salah satu kepala sekolah di daerah pedesaan yang 
jaraknya jauh dari kota, Bapak MY juga menjelaskan: 
―Program yang ada kan pasti ada standar yang ingin dicapai. 
Perubahan mencapai 4 kompetensi guru itu yang diharapkan 
sehingga menjadi pendidik yang berkualitas‖. (MY/14/2/2015) 
 
 Ibu SR sebagai salah satu kepala sekolah di SD yang berada di 
pulau juga menguatkan: 
―Tentu perubahan yang lebih baik kami inginkan. Maka itu 
mengacu pada 4 kompetensi guru yang di undang-undang‖. 
(SR/14/2/2015) 
 
Salah satu kepala sekolah unggulan di kota, Ibu EW menguatkan 
bahwa: 
―Semua program yang dilaksanakan pasti punya tujuan yang 
ingin dicapai dengan adanya perubahan yang lebih baik. 
Perubahan yang lebih baik itu sudah ada standarnya yaitu 4 
kompetensi guru yang sudah dijelaskan dalam undang-undang‖. 
(EW/16/2/2015) 
 
Bapak AU salah satu kepala sekolah di daerah terpencil 
memberikan keterangan yang sama: 
―Sudah ada standarnya, yaitu 4 kompetensi guru. Jadi, guru 
menjadi profesional bisa kita ukur dari 4 kompetensi guru itu‖. 
(AU/16/2/2015) 
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Perubahan yang diinginkan oleh setiap program merupakan 
salah satu tujuan yang ingin dicapai. Program Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) diharapkan guru mampu mencapai 4 kompetensi guru, 
karena hal tersebut merupakan faktor pendukung untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. 
d. Kedudukan pembuat kebijakan 
 Pengimplementasian kebijakan peningkatan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa, 
melibatkan berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah dan lain-lain 
yang dapat memberikan usulan untuk pembuatan program. Hal ini 
diterangkan oleh Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, Ibu AR: 
―Dalam sistemnya, kebijakan kami yang buat kemudian kami 
usulkan ke DPRD untuk disahkan lalu setelah sah kami 
laksanakan. Kami menerima usulan dan masukan dari para 
guru juga kepala sekolah, karena mereka sasaran utama dari 
program yang kita impementasikan. Jadi, kebijakan yang kami 
buat, kami libatkan aspirasi guru sama kepala sekolah karena 
ini untuk kebaikan mereka‖.  
 (AR/12/2/2015) 
 
 Pentingnya peran pembuat kebijakan merupakan salah satu 
faktor keberhasilan tercapainya kualitas profesionalisme guru. Para 
pembuat kebijakan menerima berbagai aspirasi dan usulan agar dapat 
membuat kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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e. (siapa) pelaksana program 
 Pelaksanaan program peningkatan kualitas profesionalisme 
guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa melibatkan Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa utamanya bidang 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, guru, 
maupun kepala sekolah. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Ibu 
AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan TK dan SD: 
―Kita menjakankan program tidak bisa sendirian. Semua 
komponen pelaksana program bekerja sama. Kami ini juga 
termasuk pelaksana program karena setiap program pasti 
melibatkan bidang kami. Selain itu juga yang penting adalah 
guru dengan kepala sekolah. Seperti yang kita tahu bahwa 
bidang kami fokus terhadap kinerja guru. Jadi otomatis guru 
dengan kepala sekolah lah yang menjadi sasaran kami  
menjalankan program, dengan kata lain mereka yang penting 
karena mereka memang seharusnya terlibat dalam program 
itu‖. (AR/12/2/2015) 
 
Salah satu kepala sekolah unggulan di kota, Ibu EW 
menguatkan bahwa: 
―Dinas yang membuat, kami mengikuti apa yang dinas 
laksanakan. Dinas juga termasuk yang terlibat dalam kegiatan 
selain guru dan kepala sekolah.‖ (EW/16/2/2015) 
 
Bapak AU salah satu kepala sekolah di daerah terpencil 
memberikan keterangan yang sama: 
―Kami melaksanakan apa yang diprogramkan dinas. Dinas 
juga ikut dalam kegiatan, dinas mendampingi dan memberikan 
arahan ketika kegiatan‖. (AU/16/2/2015) 
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 Kemudian Bapak AH sebagai kepala di salah satu sekolah di 
daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota juga 
menjelaskan: 
―Kita turut melaksanakan program yang ada, guru, kepala 
sekolah juga. Karna ini program yang ditujukan untuk kami 
para guru, jadi kami harus ikut andil dalam kegiatan yang 
dilaksanakan dinas. Dinas juga merupakan salah satu 
pelaksana utama, karena dinas yang menjadi wadah kami para 
guru‖. (AH/16/2/2015) 
 
Program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) melibatkan aktor 
pelaksana yakni Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
sebagai pelaksana utama dan para guru. 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
 Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru sekolah dasar, sumber daya yang dikerahkan 
untuk dapat mensukseskan berbagai program yang telah dibuat. 
Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD, Ibu AR bahwa: 
―Melaksanakan program ini kan pasti ada faktor dukungan dari 
mana pun. Terutama sumber daya manusianya, ditambah 
fasilitas masing-masing gugus kalau yang pembinaan gugus. 
Sumber daya, guru, kita maksimalkan sebaik mungkin. Itu kita 
harus maksimalkan kinerjanya supaya cepat tercapai dengan 
baik apa yang sudah kita tujuankan‖. (AR/12/2/2015) 
 
Sumber daya yang dikerahkan yakni meliputi sumber daya 
manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia mencakup 
pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, guru serta 
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kepala sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada meliputi 
berbagai fasilitas yang ada di sekolah serta tempat perkuliahan 
seperti ruang pertemuan, ruang kuliah, dan lain sebagainya. 
  Sementara itu konteks implementasinya yakni: 
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 
 Dari segi kekuasaan dan kepentingan, pihak Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa terbuka dan senantiasa mengadakan 
perbaikan serta pengembangan. Hal ini diutarakan oleh Ibu AR 
selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan TK dan SD: 
―Dalam pelaksanaan program untuk guru di Kabupaten 
Sumbawa, kita terus berusaha untuk memperbaiki apa saja 
yang masih kurang. Misal, keikutsertaan guru di program 
SKGJ masih kurang, jadi kita terus dorong guru supaya mau 
dan ikut program SKGJ itu. Kemudian kita berusaha untuk 
mengembangkan lagi program apa yang sudah ada untuk guru 
sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Seperti 
kegiatan KKG, kami terus mencoba untuk merangsang guru 
supaya kinerjanya berkembang dan aktif‖. (AR/12/2/2015) 
 
Sedangkan strategi aktor dalam hal ini adalah mengenai 
bagaimana Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
berusaha untuk menjalankan kebijakan melalui berbagai program. 
Ibu AR kembali menjelaskan hal tersebut: 
―Apa yang menjadi masalah dan kebutuhan guru, kita 
kumpulkan. Kita lihat apa saja titik masalahnya. Kemudian 
kita susun program-programnya dengan mengacu dari 
kebijakan yang ada. Setelah itu, program diimplementasikan, 
lalu kita coba atur strategi di dalam program-program itu. 
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Seperti program KKG, kita beri kebebasan bagi guru-guru di 
gugus untuk menyusun program gugusnya. Jadi akan terlihat 
inovatif dan kreatifnya dari guru. Kemudian program SKGJ, 
kita usahakan supaya guru itu kuliah tidak menganggu KBM 
masing-masing. Jadi kuliahnya di luar jam KBM‖. 
(AR/12/2/2015) 
 Maka, dari penjelasan wawancara di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa sebagai salah satu pelaksana program, terus 
mengupayakan melakukan perbaikan dan pengembangan program 
serta mengatur strategi agar program tetap dapat berjalan dengan 
baik. 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa 
 Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan serta 
karakteristik pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa dan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa 
senantiasa terbuka terhadap kebijakan yang senantiasa berubah 
namun tetap mengusahakan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan 
dan diterima dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut: 
―Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai 
lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa, tidak mau jadi 
lembaga yang otoriter. Semua apa yang akan diubah atau 
dikembangkan, kami selalu melihat apa yang ada di lapangan. 
Banyak hal yang kami jadikan acuan ketika akan membuat 
atau memutuskan sesuatu, terlebh lagi yang berhubungan 
dengan guru. Tidak bisa kita buat, lalu implementasi, 
sedangkan guru tidak bisa menjalankan itu. Maka dari itu kita 
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sesuaikan semuanya dengan apa yang dibutuhkan guru‖. 
(AR/12/2/2015) 
 
Maka, pada implementasi program Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) di Kabupaten Sumbawa Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga pelaksana dan 
penanggungjawab program. 
c. Kepatuhan dan Daya Tanggap 
 Dalam implementasi program tidak ada kendala yang begitu 
berarti untuk hal kepatuhan dan daya tanggap pendidik. Antusias 
pendidik dalam mengikuti program menjadi salah satu tolak ukur 
bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa agar 
senantiasa berusaha memberikan pelayanan program dengan baik. 
Ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga 
Kependidikan TK dan SD menjelaskan bahwa:  
―Target kami adalah guru, bagaimana untuk meningkatkan 
kualitas guru kita. Kalau program yang kita susun tidak sesuai 
dengan apa yang guru mau, otomatis guru tidak mau ikut serta. 
Nah di sini kita berusaha mengatur cara yang tepat agar guru 
mau berkontribusi di program-program itu.  Selama ini, respon 
guru selalu baik dan positif. Jadi antusias guru sangat kami 
hargai‖. (AR/12/2/2015) 
 
 Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana dapat dilihat dari 
pelaksanaan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masing-
masing pelaksana pendidikan. Program-program yang dilaksanakan 
oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
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mengupayakan agar daya tanggap lebih khususnya respon guru 
menjadi meningkat dan lebih baik dengan keikutsertaan guru. 
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini dititikberatkan pada isi dan konteks implementasi 
kebijakannya yaitu mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan 
dalam program KKG dan SKGJ, sebagaimana pelaksanaan program yang 
didasarkan pada kebijakan yang diambil, bagaimana peran pelaksana 
dalam melaksanakan program serta bagaimana dampak setelah adanya 
program peningkatan kualitas profesionalisme guru. 
 Analisis dari pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa akan dilihat berdasarkan program-program 
tersebut. 
a. Kelompok Kerja Guru (KKG) 
Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan salah satu program 
yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa bagi seluruh guru yang ada di Kabupaten Sumbawa 
dengan membentuk gugus-gugus per kecamatan, karena Kabupaten 
Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak 
kecamatan dengan geografis daerah berbukit-bukit. Tiap gugus 
memiliki satu sekolah inti yang menjadi ketua dari sekolah-sekolah 
yang ada dalam gugus. Setiap gugus membawahi setidaknya 10 
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sekolah yang diklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat dari sekolah 
inti.  
Program ini merupakan salah satu strategi dari Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa agar dapat mengetahui 
kinerja dari masing-masing guru. Di dalam program pembinaan 
gugus ini memiliki kegiatan rutin yang dijadwalkan oleh masing-
masing gugus sekolah. Kegiatan yang dilakukan pada KKG disusun 
oleh masing-masing gugus, seperti pelatihan-pelatihan, penyusunan 
RPP, pendampingan kurikulum 2013, serta cara menyusun karya 
ilmiah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu AR selaku 
Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
bahwa: 
―Pembinaan gugus gugus ini sifatnya continue, kemudian kita 
sesuaikan dengan jadwal yang ada di gugus-gugus itu. Jadi 
setiap gugus itu sudah memiliki program-program yang telah 
disusun, kemudian kita mengikuti program yang ada di gugus-
gugus itu. Misalnya pembinaan kompetensinya, pelatihan-
pelatihan seperti pelatihan penguatan kurikulum 2013. Jadi 
merupakan inisiatif gugus untuk melaksanakan. Satu gugus 
sekitar 8-10 sekolah tergantung wilayahnya‖. (AR/25/2/2015) 
 
1) Pihak yang terlibat 
 Kelompok Kerja Guru (KKG) memang menjadi salah satu 
program andalan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa dan sampai sekarang tetap terlaksana dan berjalan dengan 
baik dan aktif. Pelaksanaan program ini melibatkan bayak pihak 
yakni Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa khususnya 
seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK & 
98 
 
SD, para guru serta kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Bapak AH selaku kepala sekolah di daerah 
pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota bahwa:  
―Dalam rangka menyukseskan KKG ini, guru di semua sekolah 
yang ada di gugus tentu terlibat, kemudian pihak dinas dengan 
staf-stafnya, terutama bagian PMPTK TK & SD.‖ 
(AH/24/2/2015) 
 
Ditegaskan pula oleh salah satu kepala sekolah dasar unggulan 
di daerah pedesaan, Pak MY: 
―Seluruh guru yang ada di gugus kami ikut terlibat dalam setiap 
kegiatan. Termasuk kepala sekolah juga terlibat. Pihak utama 
yang terlibat pasti dari dinas sebagai wadah yang 
melaksanakan.‖ (MY/14/2/2015) 
 
Ibu SR sebagai kepala sekolah di sekolah daerah pulau juga 
mengatakan hal yang serupa:  
―KKG melibatkan semua guru, kepala sekolah juga tapi tidak 
terlalu banyak. Tapi dinas adalah pihak yang ada dalam setiap 
kegiatan. Jadi komponen guru, kepala sekolah dan dinas itu 
saling terlibat‖. (SR/14/2/2015) 
 
2) Sasaran 
Berdasarkan hasil pencermatan dokumen, program Kelompok 
Kerja Guru (KKG) diperuntukkan bagi seluruh guru yang ada di 45 
gugus di Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan sebagai berikut: 
―Implementasi program KKG ini tentu memiliki sasaran yakni 
guru SD yang ada di seluruh Kabupaten Sumbawa. Mulai dari 
guru kelas, guru olahraga, sampai dengan guru agama. Jadi 
semuanya sasaran dari KKG ini‖. (AR/25/2/2015) 
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Selain itu, Ibu EW salah satu kepala sekolah unggulan di kota 
juga mengungkapkan mengenai sasaran dari program Kelompok 
Kerja Guru (KKG):  
―Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru itu dari 
diknas, kita juga diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas 
guru melalui gugus yaitu KKG. KKG ini ditujukan untuk guru. 
Jadi sasaran utamanya ya guru‖. (EW/16/2/2015) 
 
 
Selanjutnya diperkuat oleh Bapak AU salah satu kepala sekolah 
di daerah terpencil:  
―Program ini diperuntukkan meningkatkan kualitas guru. Guru 
adalah sasaran inti dari KKG ini. Jadi, guru dikenai program 
untuk jadi profesional‖. (AU/16/2/2015) 
 
 
Jadi, sasaran utama dari program Kelompok Kerja Guru (KKG) 
adalah seluruh guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumbawa 
yakni guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. 
3) Tujuan 
Tujuan program Kelompok Kerja Guru (KKG) tertuang dalam 
dokumen standar pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) oleh Direktorat Jenderal 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, secara 
singkat yakni menambah penguasaan tentang pembelajaran, 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan 
profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan 
profesionalisme di tingkat KKG. Hal ini diperkuat dengan 
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pernyataan ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan TK dan SD: 
―KKG dilaksanakan karena untuk membantu meningkatkan 
keprofesionalan guru terutama tentang pembelajaran. Dalam 
KBM guru jadi bisa punya pengetahuan karena ada kegiatan 
saling bertukar pengalaman. Kemudian supaya guru jadi 
terampil dalam kegiatan-kegiatan, karena mendapat cerita dari 
teman-teman sesama guru. Lebih jelas ada dalam dokumen 
standar pengembangan KKG.‖ (AR/25/2/2015) 
 
4) Metode  
Metode yang digunakan dalam implementasi program 
Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah dengan memberikan 
wewenang kepada masing-masing gugus untuk membuat program 
kegiatan, baik yang melibatkan guru maupun seluruh siswa. Selain 
itu, guru juga melakukan pertemuan rutin dengan jadwal yang telah 
disepakati bersama. Pada pertemuan rutin, guru saling berbagi cerita, 
pengalaman serta keluh yang dirasakan sehingga guru lainnya 
membantu memberikan saran-sarannya. Hal ini diterangkan oleh Ibu 
AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan: 
―Kami membina 45 gugus di seluruh kecamatan di Kabupaten 
Sumbawa. Supaya kami bisa membina dengan terus-menerus, 
jadi kami memberikan kebebasan atau wewenang bagi tiap 
gugus untuk mengembangkan atau membuat program kegiatan. 
Jadi guru bisa memberikan ide dan masukannya untuk kegiatan 
pembelajaran yang inovatif. Kami tidak hanya serta-merta lepas 
tangan begitu saja. Dalam setiap kegiatan maupun ketika 
persiapan kita ikut dampingi, kami beri arahan‖. (AR/25/2/2015) 
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5) Hasil 
Hasil yang didapat dari adanya program Kelompok Kerja Guru 
(KKG) antara lain guru menjadi lebih percaya diri, aktif, kreatif 
dalam pembelajaran, seperti yang diutarakan oleh Bapak AH selaku 
kepala sekolah di daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari 
kota: 
―Dengan adanya KKG ini tentu perubahannya ada signifikan 
antara sebelum dan sesudahnya itu. Dampak pasti terasa. Selain 
guru yang bersangkutan cerita sendiri, juga saya melihat 
perbedaan setelah ikut program. Seperti Guru jadi lebih aktif, 
kreatif, percaya diri, dan lain-lain. Terutama bidang perencanaan 
tugasnya sebagai guru, baik perencanaan dalam penilaian. 
RPPnya direncanakan, diproses dan penilaian, sehingga 
pemahaman guru-guru ini sangat besar.‖ (AH/24/2/2015) 
 
EW salah satu kepala sekolah unggulan di kota juga 
mengungkapkan hal yang serupa: 
―Guru jadi aktif, banyak ide, cara pengajaran juga semangat jadi 
bisa menularkan ke siswanya. Semua program yang 
dilaksanakan pasti punya tujuan yang ingin dicapai dengan 
adanya perubahan yang lebih baik.‖ (EW/16/2/2015) 
 
Metode yang diterapkan dalam program Kelompok Kerja Guru 
(KKG) memberikan hasil yang baik terhadap guru terutama dalam 
kegiatan belajar mengajarnya sehingga hasilnya dapat mencapai 
tujuan yang diharapkan. 
b. Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) 
Perhatian pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap 
pendidikannya mendorong untuk terus mengupayakan perbaikan 
pada kualitas guru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Pokok 
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Pendidikan 2013-2014 Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Sumbawa masih 
terdapat guru yang belum terkualifikasi. Adanya guru yang belum 
terkualifikasi, maka Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa membuat program berdasarkan kebijakan yang telah 
diambil yakni kualifikasi pendidik dengan program Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ). 
1) Pihak yang terlibat 
Keberhasilan implementasi program Sarjana (S-1) Kependidikan 
bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) melibatkan pihak-pihak yang 
saling terkait satu sama lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
narasumber, Ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK & SD sebagai berikut: 
―Program yang kami implementasikan tidak bisa hanya kami 
yang jalankan. Guru dan kepala sekolah pasti terlibat banyak. 
Kami juga termasuk pihak yang terlibat dalam kegiatan program 
tersebut. Jadi kesemua pihak yang terlibat ini saling terkait, 
tidak bisa cuma satu yang dilibatkan‖. (AR/25/2/2015) 
 
Pihak-pihak yang terlibat yakni Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa khususnya pada seksi Peningkatan Mutu 
Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD dan guru yang ada di 
Kabupaten Sumbawa. 
2) Sasaran 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa memberikan 
kesempatan bagi guru yang belum terkualifikasi untuk dapat 
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mengikuti program SKGJ. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan: 
―Nah program SKGJ ini Pemda Sumbawa memberikan bantuan 
kualifikasi berupa tunjangan sebesar Rp 2.400.00 per tahun 
untuk satu orang bagi guru yang belum terkualifikasi S1. Tahun 
kemarin itu guru sebanyak 180, jadi tiap tahunnya meningkat.‖ 
(AR/12/2/2015) 
 
Bapak AH salah satu kepala sekolah di salah satu sekolah daerah 
pedesaan yang jaraknya tidak jauh dari kota menjelaskan sasaran 
keterlaksanaan program SKGJ ini: 
―Ya, guru kami tahun kemarin ada 3 yang sudah menyelesaikan 
S1-nya. Mereka mengikuti kegiatan SKGJ dari diknas dan 
mendapatkan stimulan dana sebesar Rp 2.400.000,- per 
semester. Alhamdulillah guru kami sangat terbantu. Jadi sudah 
pasti bahwa sasaran SKGJ ini memang untuk meningkatkan 
kualitas guru‖. (AH/12/2/2015) 
 
Selain itu, Bapak MY selaku salah satu kepala sekolah di daerah 
pedesaan yang jaraknya jauh dari kota juga menerangkan hal yang 
sama: 
―Program SKGJ ini terus dilakukan dinas. Saya baru setahun 
menjabat jadi kepala sekolah di SD ini. Untuk guru-guru yang 
pernah mengikuti SKGJ di SD ini ada yang mengikuti, termasuk 
saya dulu ketika masih menjadi guru. Saya mengikuti program 
dari diknas itu. Jadi sudah pasti sasaran program SKGJ ini 
adalah semua guru yang memang belum terkualifikasi 
pendidikannya‖. (MY/14/2/2015) 
 
 
Program SKGJ  yang telah ada, sangat membantu sekolah untuk 
meningkatkan kualitasnya, sehingga guru merupakan sasaran utama. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Ibu EW salah satu kepala sekolah 
unggulan di kota: 
―Alhamdulillah guru di SD kami semua sudah S1. Tinggal satu 
guru lagi yang sebelumnya masih D2 kemudian ikut program 
SKGJ dari dinas pendidikan sekarang sudah S1 tinggal 
wisudanya saja. Sasaran dari program ini ya pasti semua guru 
ya. Karna program ini memang dibuat untuk meningkatkan 
kualitas guru‖. (EW/12/2/2015)  
 
Jadi program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam 
Jabatan (SKGJ) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa memiliki sasaran utamanya yakni guru-guru 
sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sumbawa.  
3) Tujuan 
Tujuan dari pelaksanaan SKGJ yaitu untuk mendukung upaya 
percepatan peningkatan kualifikasi akademik S1 bagi guru 
khususnya guru dalam jabatan yang meliputi empat kompetensi 
utama, yakni: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Seperti yang 
diungkapkan ibu AR selaku Kepala Seksi Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD:  
―Ini merupakan Permen No. 15 tahun 2009 yang berhubungan 
dengan peningkatan kualifikasi dimana perguruan tinggi yang 
ada di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk melakukan atau 
memberikan pendidikan lanjutan bagi guru yang ada di jabatan 
itu untuk menempuh S1-nya. Sesuai juga dengan Undang-
undang Guru dan Dosen harus tuntas 2015 dan kita sudah 
menuntaskan yang untuk program S1 PGSD yang bekerjasama 
dengan UNRAM.‖ (AR/12/2/2015) 
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Maka program SKGJ membantu guru untuk dapat mencapai 
kualifikasi akademiknya sehingga meningkatkan pula jabatannya.  
4) Metode 
Berdasarkan pencermatan dokumen kegiatan pembelajaran pada 
program SKGJ diketahui bahwa dilakukan dengan beberapa metode: 
perkuliahan tatap muka  yakni proses interaksi langsung  dan 
terjadwal antara dosen dan mahasiswa dalam mencapai 
tujuan/kompetensi pada masing-masing mata kuliah, dan metode  
pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan 
sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan bahan belajar 
mandiri, baik dengan bantuan tutorial maupun tanpa bantuan tutorial. 
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu AR selaku 
Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
TK dan SD: 
―Awalnya guru harus membuat proposal kepada kami agar 
mendapatkan tunjangan kuliah itu, dan kami setujui. Sedangkan 
teknis pelaksanaan SKGJ ini seperti kuliah biasa. Tapi 
jadwalnya diatur sama pihak kampus yang memungkinkan tidak 
menganggu tugas dan tanggung jawab guru di sekolah. Misal 
hari sabtu dan minggu, pas libur atau sore pas selesai mengajar. 
Jadi guru memang seperti mahasiswa yang langsung tatap muka 
dengan dosennya, cuma beda di jadwalnya saja. Kalau kuliah 
mandiri sama saja, cuma dosen jadi tutornya.‖ (AR/12/2/2015) 
 
5) Hasil 
Program SKGJ ternyata memberikan dampak yang positif bagi 
para guru sehingga dapat menghasilkan guru yang diharapkan, yakni 
mampu menambah pengetahuan, wawasan serta menambah 
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semangat dalam menyalurkan ilmunya ke siswa. Hal tersebut sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh bapak AH sebagai salah satu kepala 
sekolah di salah satu sekolah daerah pedesaan yang jaraknya tidak 
jauh dari kota: 
―Untuk program SKGJ ada perubahan dari segi metodologi, 
terus dari dulunya ICT tidak tahu sama sekali sekarang sudah 
tahu, terutama guru-guru yang di bawah 50 tahun. Kemudian 
semangat mengajarnya semakin tinggi. Kita mengharapkan guru 
menjadi profesional secara teori, keahlian, kepribadian, dan 
sosialnya.‖ 
 
Ibu SR sebagai kepala sekolah di sekolah daerah pulau juga 
mengatakan hal yang serupa: 
―Dari guru yang sudah kualifikasi itu ya, alhamdulillah, ada 
perubahan dari cara ngajarnya. Apalagi sekarang ini misalnya 
guru untuk bisa teknologi computer. Jadi kegiatan SKGJ sangat 
penting, karena ada pengaruh untuk guru. Tentu perubahan yang 
lebih baik kami inginkan. Maka itu mengacu pada 4 kompetensi 
guru yang di undang-undang. Yang pasti ada perubahan lebih 
baik. Sangat membantu kami supaya kualitas sekolah kami jadi 
lebih baik lagi.‖ (SR/14/2/2015) 
 
 
Dari berbagai uraian di atas, maka dalam implementasi kebijakan 
peningkatan kualitas profesionalime guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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Tabel 4. Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme 
Guru Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
No Komponen 
Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme 
Guru Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
1. Pelaksanaan 
Program 
Peningkatan 
Kualitas 
Profesionalisme 
Guru: 
a. Kelompok 
Kerja Guru 
(KKG) 
 
 
 
 
 
 
 
b. Sarjana (S-1) 
Kependidikan 
bagi Guru 
dalam Jabatan 
(SKGJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pihak yang terlibat: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa khususnya seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan TK&SD, seluruh guru SD di 
Kabupaten Sumbawa, dan kepala sekolah. 
2) Sasaran: Guru SD di Kabupaten Sumbawa. 
3) Tujuan:  Menambah penguasaan tentang pembelajaran, 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta 
mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan 
pengembangan profesionalisme di tingkat KKG.. 
4) Metode: Memberikan wewenang kepada masing-masing gugus 
untuk membuat program kegiatan, baik yang melibatkan guru 
maupun seluruh siswa. Selain itu, guru juga melakukan pertemuan 
rutin dengan jadwal yang telah disepakati bersama. 
5) Hasil yang dicapai: Guru menjadi lebih percaya diri, aktif, kreatif 
dalam pembelajaran. 
 
1) Pihak yang  terlibat: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa khususnya pada seksi Peningkatan Mutu Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan TK dan SD dan guru yang ada di 
Kabupaten Sumbawa. 
2) Sasaran: Guru-guru yang belum terkualifikasi 
3) Tujuan: Mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi 
akademik S1 bagi guru khususnya guru dalam jabatan yang 
meliputi empat kompetensi utama, yakni: kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional. 
4) Metode: Guru mengajukan proposal tunjangan/beasiswa. Selain 
itu dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan: perkuliahan 
tatap muka  yakni proses interaksi langsung  dan terjadwal antara 
dosen dan mahasiswa dalam mencapai tujuan/kompetensi pada 
masing-masing mata kuliah, dan metode  pembelajaran mandiri 
adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang 
dilakukan dengan menggunakan bahan belajar mandiri, baik 
dengan bantuan tutorial maupun tanpa bantuan tutorial. 
5) Hasil yang dicapai: Menambah pengetahuan, wawasan serta 
menambah semangat dalam menyalurkan ilmunya ke siswa. 
  
Sumber: Dokumen diolah dari hasil pencermatan dokumen dan wawancara 
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3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program 
 Kebijakan pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik merupakan 
salah satu langkah penting dalam rangka mewujudkan pendidikan yang 
berkualitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Melalui program 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru 
dalam Jabatan (SKGJ) diharapkan para pendidik dapat meningkatkan 
kualitasnya agar dapat membantu mewujudkan pendidikan yang 
berkualitas pula. Dalam pelaksanaannya pada guru sekolah dasar di 
Kabupaten Sumbawa ada beberapa faktor pendukung sehingga 
membantu proses melaksanakan berbagai program dalam meningkatkan 
kualitas profesional guru. 
 Faktor pendukung tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu AR: 
―Tentu banyak faktor yang dukung program kita ini. Seperti dari 
luar, anggaran dana dari pemerintah, kemudian guru-guru yang 
antusias juga penting, karena guru memang sasaran kami. Jika guru 
tidak berpartisipasi, ya program ini tidak sesuai tujuan. Jadi ya 
semua harus saling mendukung. Ini terlihat ketika kami 
sosialisasi‖. (AR/12/2/2015) 
 
Keterlaksaan serta sasaran program merupakan tujuan yang ingin 
dicapai oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Dukungan 
dari pemerintah adalah hal penting yang diinginkan oleh guru. Seperti 
yang dinyatakan oleh Bapak AH: 
―Program KKG dan SKGJ merupakan program dari dinas, maka 
tentu dinas salah satu faktor pendukung, mendukung dengan 
anggaran. Selain itu ada pendampingan, ya intinya dinas fasilitator 
kami. Ikut serta guru dalam program juga mendukung jalannya 
program. Jadi dukungan dari luar dan dalam saling sinkron‖. 
(AH12/2/2015) 
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Bapak MY juga mengatakan hal yang serupa: 
―Memang suatu program tidak akan berjalan kalau tidak ada 
dukungan, terutama dukungan dari dinas itu sendiri apalagi 
pemerintah. Kami rasakan dukungan itu. Seperti pemberian 
anggaran KKG. Kemudian dinas beri guru kesempatan untuk 
lanjutkan sekolah. Ya, yang pasti guru-guru juga antusias, 
semangat ketika ikut kegiatan‖. (MY/14/2/2015) 
 
Selain itu Ibu SR juga menyatakan bahwa: 
―Pihak dinas memantau kegiatan kami, medampingi untuk KKG. 
Dana juga faktor dukungan yang diberikan dari dinas. Dalam 
kegiatan juga guru-guru senang dan antusias mengikuti kegiatan. 
Jadi, kegiatan berjalan lancar dan baik‖. (SR/14/2/2015) 
 
Ibu EW mengatakan hal yang demikian: 
―Kegiatan KKG yang laksanakan tidak lepas adanya dukungan dari 
dinas. Pihak dinas menjadi pemfasilitas. Karena jika kami butuh 
pembicara ketika mengadakan pelatihan dan meminta dari dinas, 
dinas bersedia mendatangkan. Peran guru juga penting ya, karena 
guru menjadi sasarannya. Guru jadi terbantu, sehingga guru-guru 
semangat dan senang‖. (EW/12/2/2015) 
 
Faktor pendukung dari phak terkait juga rasakan oleh Bapak AU: 
―Sekolah kami jauh dari kota, karena letaknya di desa. Tapi dinas 
tetap memperhatikan sekolah kami, karena peran dinas sangat 
penting bagi kami, guru-guru. Dinas mendampingi setiap kegiatan 
KKG di gugus kami. Selain itu guru juga senang ikut serta di setiap 
kegiatan. Termasuk kegiatan SKGJ, guru kami antusias‖. 
(AU/12/2/2015) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
berbagai pihak yang ikut serta dalam program sangat mendukung adanya 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru 
dalam Jabatan (SKGJ). Baik dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sumbawa sendiri dengan memberikan anggaran dana, juga guru-guru 
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sangat antusias dan menyambut baik berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan oleh gugus maupun kegiatan dari Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumbawa. Dukungan dari pihak Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa tidak hanya dari segi materiil namun juga dari segi 
moril, seperti pendampingan yang dilakukan di setiap kegiatan. 
4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program 
 Pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik merupakan 
pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dari kebijakan yang ada di pemerintah pusat. 
Kegiatan tersebut hingga saat ini sedang berjalan. Meskipun sedang 
berjalan, ada beberapa hal yang menjadi penghambat pelaksanaan 
program Kelompom Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan 
bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ), diantaranya seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu AR: 
―Kami membawahi 24 kecamatan dengan ratusan sekolah dasar. 
Jarak merupakan kendala pertama. Apalagi kondisi jalan menuju 
sekolah di desa yang jauh masih belum bagus. Jadi kami sedikit 
kesulitan. Kemudian masalah informasi. Tidak mungkin kami 
mendatangi satu per satu sekolahnya. Karena pasti waktunya akan 
lama. Misal kami mau kirim surat, otomatis lama sampainya. Jadi 
kami telepon dulu pihak sekolah dengan surat yang menyusul. 
Karena ada 30 wilayah di Kabupaten Sumbawa ini termasuk daerah 
terpencil. Selain itu kami masih kekurangan tenaga pendidik yang 
terkualifikasi. Guru yang sudah usia lanjut juga susah kami 
koordinasikan. Karena kan sudah tua, jadi untuk kegiatan tertentu 
tidak bisa ikut. (AR/12/2/2015) 
 
  Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Bapak AH: 
―Pertama kendala ada di tingkat sekolah. Maksudnya karena di 
sekolah kami mendominasi GTT jadi peserta KKG itu adalah GTT. 
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Saya kami tidak bisa memaksakan guru PN. Kemudian kendalanya 
selanjutnya itu untuk kegiatan yang harus di satu tempat seperti 
pertemuan KKG, ya jarak yang jauh antar sekolah. Jalanan juga 
masih belum bagus‖. (AH/12/2/2015). 
 
  Bapak AU juga memberikan pernyataan yang serupa: 
―Akses jalan masih susah. Apalagi sekolah dan desa kami jauh dari 
kota atau keramaian. Ya sedikit butuh waktu lebih semisal ada 
pertemuan. (AU/16/2/2015) 
Ibu SR juga mengatakan hal sama bahwa: 
―Mungkin jarak yang jauh ya, mbak, kendalanya. Sekolah kita kan 
di pinggiran, jadi mungkin sedikit kesulitan akses dalam waktu 
yang cepat kalau ada pertemuan. Juga kendala menyesuaikan 
jadwal mengajar guru‖. (SR/14/2//2015) 
Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Bapak MY: 
―Karena melihat radius jarak tempuh untuk menuju ke tempat 
pertemuan, itu tidak ada masalah karena memang dianggarkan. Jadi 
guru-guru tidak mengeluh atau keberatan. Karena, semua dapat 
kami perhitungkan dan atasi. Mungkin sedikit kendala ketika 
mencari jadwal pertemuan yang tepat. Karena kan harus 
mencocokkan jadwal masing-masing guru. Itu saja. Selebihnya 
dapat kami atasi‖. (MY/14/2/2015) 
Ibu EW mengungkapkan hal yang serupa: 
―Sedikit kendala dipenyusunan jadwal awal guru. Karena kan 
melibatkan guru, jadi agak susah. Tapi setelah ada kesepakatan, 
jadwal sudah tersusun.‖. (EW/12/2/2015) 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa ada beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan program. 
Faktor-faktor tersebut secara umum faktor penghambat yang sama, 
seperti kendala terhadap akses yang jauh dan susah bagi beberapa 
sekolah sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk menjangkau 
tempat kegiatan berlangsung penyusunan jadwal untuk kegiatan tertentu 
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seperti pertemuan menjadi kendala tersendiri bagi guru-guru. Selain itu 
sebagian guru yang usia lanjut tidak mampu mengikuti kegiatan yang 
membutuhkan waktu yang lama.  
Berbagai kendala atau penghambat dalam pelaksanaan program 
membutuhkan solusi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan 
lancar dan sesuai yang diharapkan. Solusi tersebut diantaranya telah 
diungkapkan dari hasil wawancara di atas. 
5. Dampak Program Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru 
Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
  Keterlaksanaan program-program yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan. Salah satu hal yang dapat dilihat dari 
ketercapaian tujuan tersebut adalah dampak yang dirasakan baik oleh 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa maupun para guru. 
Dampak tersebut dijelaskan oleh ibu AR: 
―Kalau secara langsung mungkin kita, pihak dinas tidak bisa 
melihat ya, tapi kita tetap dengar guru-guru ketika datang cerita 
pengalamannya. Misal setelah ikut SKGJ, guru lapor ke kami kalau 
mereka senang, sangat terbantu. Pengetahuannya bertambah. Selain 
itu mereka jadi lebih percaya diri‖. (AR/02/03/2015) 
 
  Tidak hanya guru, kepala sekolah juga merasakan dampak positif 
yang dirasakan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak AH selaku kepala 
sekolah di salah satu sekolah di daerah pedesaan yang jaraknya tidak jauh 
dari kota: 
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―Dampak pasti terasa. Selain guru yang bersangkutan cerita 
sendiri, juga saya melihat perbedaan setelah ikut program. Seperti 
Guru jadi lebih aktif, kreatif, percaya diri, dan lain-lain‖. 
(AH/04/03/2015) 
 
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak MY: 
―Jaman sudah maju ya, jadi guru lebih banyak ide ketika mengajar. 
Aktif juga interaksinya, bagus. Saya lihat dampaknya pasti baik, 
apalagi tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru‖. 
(MY/05/03/2015) 
 
Ibu SR sebagai salah satu kepala sekolah di SD yang berada di 
daerah pulau juga mengatakan hal sama bahwa: 
―Saya rasakan guru jadi lebih baik, guru jadi lebih profesional, 
aktif di kelas, juga semangat, buat RPP lebih baik lagi, juga ilmu 
yang diajarkan ke siswa lebih beragam dan banyak. Yang pasti ada 
perubahan lebih baik. Sangat membantu kami supaya kualitas 
sekolah kami jadi lebih baik lagi‖. (SR/05/03/2015) 
 
  Pengaruh atau dampak penerapan program-program oleh Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa bagi guru-guru merupakan 
tindakan yang sangat membantu pendidikan untuk meningkatkan 
kualitasnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah 
unggulan yang berada di kota, Ibu EW:  
―Pada dasarnya setiap kebijakan yang ada untuk pendidikan pasti 
positif yang tujuannya untuk perbaikan pendidikan. Kami ikuti 
dengan baik setiap program yang diadakan dinas. Hasilnya terlihat 
lebih baik dari sebelumnya. Guru jadi aktif, banyak ide, cara 
pengajaran juga semangat jadi bisa menularkan ke siswanya‖. 
(EW/06/03/2015) 
 
Pernyataan yang sama diperkuat pula oleh Bapak AU selaku kepala 
sekolah yang berada di daerah terpencil: 
―Guru jadi lebih tau bagaimana menyusun RPP yang baik, 
kemudian interaksi di kelas baik dengan siswanya. Jadi semuanya 
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jadi lebih baik lah dari yang sebelumnya. Apalagi ilmunya baru 
dan sesuai dengan bidangnya, lebih profesional lah‖. 
(AU/08/03/2015) 
 
  Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pengimplementasian program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana 
(S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) memiliki dampak 
yang positif. Dampak positif tersebut seperti cara mengajar yang lebih 
interaktif, aktif, semangat serta kreatif. Selain itu dalam penyusunan 
RPP, guru menjadi lebih baik sehingga proses pembelajaran menjadi 
lebih variatif.  
C. Pembahasan 
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hal, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah 
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah 
satunya adalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumbawa memiliki wewenang untuk mengembangkan kebijakan 
khususnya pada bidang pendidikan yakni pembinaan gugus dan kualifikasi 
pendidik. 
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 Kebijakan pendidikan adalah hasil dari perumusan melalui proses 
dengan mempertimbangkan kepentingan sasaran kebijakan yang dijadikan 
sebagai panduan atau acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan 
pendidikan, yang kemudian diterapkan dalam bentuk program-program untuk 
mencapai tujuan. Kebijakan harus mampu dilihat dari segi kebutuhan dengan 
solusi permasalahan. Jika kebijakan mampu diterapkan sesuai dengan tujuan 
maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya. 
 Dalam lingkup pendidikan, kebijakan pendidikan berhubungan dengan 
peningkatan kualitas pendidikan. Dalam mencapai kualitas pendidikan yang 
dituju maka hal ini erat kaitannya dengan kualitas guru sebagai bagian 
terpenting dalam proses pendidikan yang menuntut guru untuk dapat 
memenuhi 4 standar kompetensi guru. Hal ini termasuk dalam macam-macam 
isu kebijakan pendidikan yakni tentang peningkatan mutu menyangkut 
komponen kualifikasi guru yang layak, semi layak, dan tidak layak mengajar, 
kemudian guru menurut lulusan/ijazah dan bidang studi yang diajarkan. 
Selanjutnya isu perluasan dan pemerataan layanan pendidikan menyangkut 
komponen jumlah guru. Isu efektivitas dan efisiensi pengelolaan menyangkut 
komponen, serta isu relevansi pendidikan. 
 Isu-isu kebijakan yang ada dalam dunia pendidikan, merupakan suatu 
tantangan yang harus dibuat serta diambil keputusan kebijakannya sehingga 
kualitas pendidikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini telah ditegaskan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB XV Pasal 91 
tentang Penjaminan Mutu, maksudnya bahwa penjaminan mutu dilakukan 
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secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan 
mutu yang memiliki target dan jangka waktu yang jelas. Maka, salah satu 
faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan di indonesia yakni 
tenaga pendidik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan BAB I 
Pasal 1. Salah satu Standar Nasional Pendidikan tersebut yakni Standar 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru Tingkat 
Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
 Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dari kebijakan 
pemerintah pusat mengenai guru merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memiliki kebijakan pendidikan yakni 
pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik. Kebijakan tersebut 
merupakan pengembangan dari kebijakan yang telah diambil dari 
kebijakan pemerintah pusat, kemudian kebijakan tersebut dilaksanakan 
dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan. 
 Pada awalnya, dalam membuat kebijakan, Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa menelaah kebutuhan dari para pendidik 
terutama pada hal keprofesionalannya. Karena profesionalisme guru 
merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu isu dalam kebijakan 
pendidikan.  
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 Dalam implementasinya para guru bersikap aktif dan mendukung 
terhadap kebijakan yang ada dengan cara ikut serta dan antusias dalam 
setiap kegiatan. Proses perumusan kebijakan pembinaan gugus dan 
kualifikasi pendidik menekankan pada menelaah kebutuhan guru yang 
berdasarkan kondisi wilayah masing-masing sekolah.  
 Kebijakan menerapkan pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik 
bagi guru sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa diputuskan ketika 
Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan Undang-undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 
 Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa adalah: 
a. Pembinaan Gugus  
 Merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa untuk dapat terus membina kinerja 
para guru yang tersebar di 24 wilayah kecamatan. Melalui 
pembinaan gugus ini, para guru secara berkesinambungan dapat 
terus meningkatkan kinerja atau keprofesionalannya karena telah 
memiliki jadwal masing-masing berdasarkan gugusnya dengan 
kegiatan-kegiatan yang telah disusun.  
 Pelaksanaan kebijakan pembinaan gugus juga merupakan 
upaya mewujudkan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan 
terutama pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik 
dituntut untuk harus memiliki standar kualifikasi akademik dan 
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kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB IV mengenai Kualifikasi, 
Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 10 Ayat (1) menyatakan, 
kompetensi guru sebagaimana dalam Pasal 8 meliputi: kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 
 Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Gugus SD/MI/SLBN Tahun 2015 (terlampir), Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa melakukan pembinaan gugus kepada 
360 sekolah dasar yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten 
Sumbawa dengan gugus sebanyak 45 gugus. Kelompok Kerja Guru 
(KKG) merupakan pelaksanaan dari kebijakan peningkatan 
pembinaan gugus dengan melibatkan guru yang ada pada gugus yang 
telah ditentukan. Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah program dari 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu 
wadah yang sesuai bagi guru untuk mengembangkan inovasi, 
kreativitas dan profesionalismenya sehingga perlu dibentuk gugus 
sekolah dimana setiap gugus sekolah tersebut memiliki Kelompok 
Kerja Guru (KKG). Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan 
program terjadwal yang telah disusun oleh guru pada masing-masing 
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gugus. Kegiatannya disusun berdasarkan kebutuhan guru yang ada 
pada gugus tersebut sehingga program ini dapat membentuk guru 
agar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi 
secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang 
tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selain itu membentuk 
pribadi yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. 
 Pada umumnya seorang guru sekolah dasar memang harus 
memiliki kompetensi yang diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas siswanya terutama kualitas pendidikan itu sendiri. Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa memulai dengan 
melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah mengenai kegiatan 
pembinaan gugus yang kemudian membagi sekolah-sekolah ke 
dalam gugus. Selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap 
gugus untuk membuat dan melaksanakan program yang diawasi dan 
didampingi oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa, membantu melaksanakan kegiatan seperti menyediakan 
pembicara ketika mengadakan pelatihan-pelatihan, juga memberikan 
dana stimulan bagi setiap gugus. Adapun dalam Kelompok Kerja 
Guru (KKG) memiliki kegiatan seperti Pelatihan Pengembangan 
Keprofesional Berkelanjutan (PKB), yakni kegiatan ini bertujuan 
untuk membekali guru dalam menyusun karya ilmiah, PTK, dan 
lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas guru serta 
meningkatkan angka kredit atau jabatan guru. Selain itu ada pula 
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pelatihan penguatan kurikulum 2013 dengan mendatangkan 
pembicara dari pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa, serta pelatihan dasar penggunaan komputer. Maka pada 
setiap Kelompok Kerja Guru (KKG) memiliki kegiatannya masing-
masing seperti pertemuan rutin yang telah dijadwalkan atas 
kesepakatan guru masing-masing gugus dengan tidak mengganggu 
kegiatan belajar mengajar. Di dalam pertemuan rutin tersebut para 
guru berbagi pengalamannya, berbagi cerita, serta memberi masukan 
cara mengajar yang baik. Untuk jadwal pertemuan, setiap gugus 
mengusahakan rutin seminggu sekali dengan total pertemuan tiap 
semester sebanyak 12-16 pertemuan. Di dalam kegiatan, para guru 
akan banyak berinteraksi antar sesama guru, serta mengeluarkan 
keluhan-keluhan dalam proses belajar mengajar sehingga guru yang 
lain membantu dengan memberikan masukan. Terakhir kemudian 
melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.   
b. Kualifikasi Pendidik 
 Kebijakan kualifikasi pendidik merupakan upaya 
meningkatkan kualitas pendidik dalam hal akademiknya secara 
khusus, dengan sistem perkuliahan tanpa menganggu jadwal 
mengajarnya. Pelaksanaan kebijakan ini bekerja sama dengan 
perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama 
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Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Nonpemerintah 
Pasal 17 Ayat (2), pelaksanaan kerjasama mengikutsertakan 
organisasi masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat lokal 
yang terdaftar di pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus 
mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. 
 Implementasi dari kebijakan kualifikasi pendidik adalah 
program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
(SKGJ). Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) yakni bekerja sama 
dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat untuk membantu menyelesaikan studi pendidik serta 
meningkatkan kualifikasi pendidik. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama 
Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non 
Pemerintah.  
 Kegiatan implementasi program Sarjana (S-1) Kependidikan 
bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) diawali dengan sosialisasi kepada 
seluruh guru mengenai program yang akan dilaksanakan, kemudian 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mengkondisikan 
para guru untuk mengikuti perkuliahan selama 2 tahun. Selanjutnya 
terakhir melakukan evaluasi terhadap guru yang telah lulus.  
 Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) ini dilaksanakan atas persetujuan kerjasama dengan 
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perguruan tinggi tertentu yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat 
(NTB) dengan lama kerjasama yakni 2 tahun yang dimulai pada 
tahun 2010. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
memberikan stimulan dana tiap semester bagi guru yang ingin 
meningkatkan kualifikasinya dengan mengajukan proposal kepada 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2013 
hingga 2014, 180 guru telah mengikuti dan menyelesaikan program 
ini dengan baik. Namun pada tahun 2015 program ini belum lagi 
terlaksana atau belum ada kontrak kerjasama dengan pihak 
perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan, pihak Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa tengah melakukan proses evaluasi 
terhadap program. 
 Dari data jumlah pendidikan sekolah berdasarkan pendidikan 
terakhir yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa diketahui bahwa jumlah guru yang ada di Kabupaten 
Sumbawa sebanyak 2184 guru. Jika jumlah tersebut dikurangi 
dengan jumlah guru yang telah terkualifikasi sebanyak 1704 maka 
masih ada sekitar 480 guru yang  belum terkualifikasi dengan jangka 
waktu target penyelesaian kualifikasi hingga tahun 2022 apabila tiap 
tahun ditargetkan 150-180 guru yang mengikuti program SKGJ. Jika 
dipersentasekan, maka sudah 78,02% guru yang telah memenuhi 
kualifikasi S1 sebagai pendidik dan sebesar 21,98% belum 
memenuhi kualifikasi sebagai pendidik. Namun, diharapkan melalui 
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program ini guru  mampu meningkatkan kompetensi pendidik agar 
lolos sertifikasi sebagai pendidik yang profesional, seperti yang 
tercantum dalam Undang-undang Guru dan Dosen 14 tahun 2005 
BAB IV tentang Guru bagian kesatu Pasal 8 serta pelaksanaannya 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 
tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan Pasal 2 dan 3. 
  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada di 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan 
profesionalisme guru khususnya guru sekolah dasar Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumbawa telah menyediakan anggaran untuk pendidikan di 
Kabupaten Sumbawa dengan melakukan pembinaan gugus dan kebijakan 
peningkatan kualifikasi pendidik. Pembinan gugus dilaksanakan menurut 
jadwal rutin dari masing-masing gugus. Sedangkan kualifikasi pendidik 
diadakan dengan periode 2 tahun sekali. Kebijakan-kebijakan tersebut 
merupakan pengembangan dari kebijakan yang di pemerintah pusat yang 
kemudian Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuat kebijakan yang 
sesuai dengan kebutuhan guru di Kabupaten Sumbawa.  
2. Implementasi Program Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru 
Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
Pengimplementasian kebijakan ke dalam bentuk program yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
mengacu pada teori implementasi yang dijabarkan oleh Grindle dalam 
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buku Kebijakan Pendidikan (H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 
220) bahwa keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari 
kebijakan tersebut karena mencakup kepentingan untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru agar tercapai tujuan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Jika kebijakan 
pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik yang diimplementasikan 
sesuai sasaran maka rumusan kebijakan pendidikan dengan konteks 
implementasinya telah mencapai apa yang diharapkan. Adapun isi 
kebijakan yang mencakup dari kebijakan peningkatan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa 
yakni: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan 
 Pengimplementasian kebijakan pendidikan khususnya kebijakan 
peningkatan kualitas profesionalisme guru dilatarbelakangi oleh 
adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 
profesionalisme guru di Kabupaten Sumbawa. Hal ini mengingat 
bahwa Kabupaten Sumbawa menjalankan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sehingga dalam melaksanakan 
kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kebijakan 
pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik lah yang kemudian menjadi 
hal utama yang diusung untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
khususnya kualitas profesionalisme guru di Kabupaten Sumbawa. 
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b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
  Adanya kebijakan pembinaan gugus dan kualifikasi pendidik di 
Kabupaten Sumbawa diharapkan menjadi acuan dalam upaya 
meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Secara 
umum, dunia pendidikan menginginkan kualitas pendidik dapat 
memiliki 4 kompetensi guru yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
pusat. 
c. Derajad perubahan yang diinginkan 
  Pendidik di Kabupaten Sumbawa berada di wilayah dengan 
geografis yang berbeda-beda ditrambah dengan latar belakang yang 
berbeda-beda pula. Hal itulah yang menjadikan pemerintah pusat 
berkeinginan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan secara rata dan 
menyeluruh. Melalui kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh 
pemerintah, memiliki keinginan untuk mencapai 4 kompetensi guru 
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi profesional. 
d. Kedudukan pembuat kebijakan 
  Keterlibatan berbagai pihak dalam rangka penentuan program 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi 
Guru dalam Jabatan (SKGJ) sebagai salah satu bentuk upaya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penentuan program 
tersebut, tidak hanya pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
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Sumbawa saja yang dapat memberikan usulan program namun juga 
guru, kepala sekolah, ataupun pihak pemerintah daerah.  
e. Pelaksana program 
  Pelaksanaan program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana 
(S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) melibatkan 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa utamanya bidang 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik, guru, maupun 
kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berjalan 
lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
  Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru sekolah dasar, sumber daya yang dikerahkan 
untuk dapat mensukseskan berbagai program yang telah dibuat yakni 
meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber 
daya manusia mencakup pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa, guru serta kepala sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana 
yang ada meliputi berbagai fasilitas yang ada di sekolah serta tempat 
perkuliahan seperti ruang pertemuan, ruang kuliah, dan lain 
sebagainya. 
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Sedangkan konteks implementasinya adalah: 
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 
Dari segi kekuasaan dan kepentingan, pihak Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa terbuka dan senantiasa mengadakan 
perbaikan serta pengembangan. Fokus utama yang dijadikan acuan 
yakni agar pendidik dapat mencapai 4 kompetensi guru. Sedangkan 
strategi aktor dalam hal ini adalah mengenai bagaimana Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa berusaha untuk 
menjalankan kebijakan melalui berbagai program. Terdapat berbagai 
strategi untuk menjalankan program tersebut. Berikut ini merupakan 
strategi yang digunakan: 
1) Kelompok Kerja Guru (KKG) 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa memberikan 
wewenang kepada masing-masing gugus untuk dapat membuat dan 
menjalankan program yang telah dibuat dan disepakati bersama. Salah 
satu contoh program gugus seperti pelatihan penggunaan komputer, 
Pelatihan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) untuk 
membekali guru dalam menyusun karya ilmiah, porseni antar sekolah 
dalam gugus, olimpiade MIPA siswa antar sekolah dalam gugus, dan 
lain-lain.  
2) Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) 
Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program Sarjana (S-
1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) yakni dengan 
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sistem perkuliahan yang dilakukan tidak pada jam aktif proses belajar 
mengajar sehingga tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar 
dari pendidik tersebut. 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa 
 Pemerintah Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten 
yang bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Otonomi Daerah, termasuk pula pada kewenangan pemerintah 
daerah untuk membuat kebijakan pendidikan. Kebijakan yang dibuat 
oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa disesuaikan 
dengan keadaan, kebutuhan serta karakteristik pendidikan. Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dan pihak Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sumbawa senantiasa terbuka terhadap kebijakan 
yang senantiasa berubah namun tetap mengusahakan agar kebijakan 
tersebut dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh pelaksana 
kebijakan. Para pendidik pun selalu berusaha untuk mau menerima 
serta membuka diri ketika terjadi perubahan kebijakan sehingga dapat 
menyesuaikan diri dengan cepat. Hal ini juga merupakan salah satu 
peran pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa untuk terus memantau perkembangan 
dunia pendidikan dan kemudian mengembangkannya untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan khususnya guru di Kabupaten 
Sumbawa. 
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c. Kepatuhan dan Daya Tanggap 
 Dari berbagai program peningkatan kualitas profesionalisme guru 
yang ada di Kabupaten Sumbawa tentu bertujuan untuk menjadikan 
pendidik yang profesional agar dapat menjadi tauladan bagi siswanya. 
Dalam implementasinya tidak ada kendala yang begitu berarti untuk 
hal kepatuhan dan daya tanggap pendidik. Antusias pendidik dalam 
mengikuti program menjadi salah satu tolak ukur bagi Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa agar senantiasa berusaha 
memberikan pelayanan program dengan baik.  
Kemudian, mengacu pada teori pendekatan dalam implementasi 
kebijakan pendidikan menurut Solichin dalam Arif Rohman (2012: 110-
114), Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa menggunakan 
pendekatan prosedural dan manajerial (Procedural and Managerial 
Approach) yakni pendekatan yang tidak mementingkan penataan 
struktur-struktur birokrasi pelayanan yang cocok bagi implementasi 
program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan 
prosedur-prosedur yang relevan. Hal ini diperkuat pula dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sehingga 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa mengembangkan kebijakan yang berasal 
dari pusat sesuai dengan kebutuhan para guru. Maka, Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa mengatur dan membuat prosedur-
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prosedurnya sesuai dengan kondisi pendidikan khususnya guru yang ada 
di Kabupaten Sumbawa. 
Pada proses implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten 
Sumbawa  dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang 
mendukung. Hal ini sesuai dengan teori dari Arif Rohman (2012: 115-
117), yakni rumusan kebijakan yang telah disusun dengan baik 
berdasarkan kebutuhan oleh pendidik di Kabupaten Sumbawa, kemudian 
personil pelaksana kebijakan seperti personil Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dan pendidik, dan organisasi pelaksana yaitu 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Ketiga 
faktor tersebut bekerja saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 
proses implementasi kebijakan pendidikan tidak akan berhasil jika salah 
satu faktor tersebut tidak berjalan atau bekerja dengan baik.  
  Jadi implementasi program peningkatan Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang diharapkan 
serta sudah menjangkau guru-guru di sekolah-sekolah yang ada di 
Kabupaten Sumbawa. Tanggapan serta manfaat yang positif juga dapat 
dirasakan oleh guru yang mengikuti program-program tersebut. Hanya 
saja perlu adanya sosialisasi yang ekstra bagi guru yang berada di 
sekolah-sekolah terpencil, sehingga harapannya pelaksanaan program-
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program tersebut menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru. 
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Tabel 5. Kegiatan Gugus 
NO. NAMA SEKOLAH GUGUS KECAMATAN KEGIATAN 
1. SDN 2 SUMBAWA GUGUS 2 KEC. SUMBAWA 
1. Pertemuan rutin, mendiskusikan tentang cara menyusun 
butir-butir soal. 
2. Seminar tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
berhubungan dengan guru. 
3. Pelatihan penggunaan komputer. 
2. SDN 1  MOYO GUGUS 1 KEC. MOYO HILIR 1. Pertemuan rutin membahas kegiatan yang akan 
dilaksanakan, berbagi pengalaman mengajar. 
2. Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan 
(PKB) untuk membekali guru dalam menyusun karya 
ilmiah, PTK, dan lain-lain. 
3. Pelatihan Penguatan Kurikulum 2013. 
3. SDN SAMRI GUGUS 1 KEC. MOYO HILIR 
4. SDN 9 ALAS GUGUS 2 KEC. ALAS 
1. Pertemuan rutin mengevaluasi proses belajar mengajar tiap 
sekolah. 
2. Porseni antar sekolah dalam gugus 2 Kecamatan Alas. 
5. SDN 2 PULAU BUNGIN GUGUS 1 KEC. ALAS 
1. Pertemuan rutin antar guru kelas 
2. Pertemuan rutin antar semua guru 
3. Pelatihan Kurikulum 2013 
4. Olimpiade MIPA siswa antar sekolah dalam gugus 1 
Kecamatan Alas. 
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3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas 
Profesionalisme Guru Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten 
Sumbawa 
 Dalam pelaksanaan program pembinaan gugus dan kualifikasi 
pendidik pada guru sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa ada beberapa 
faktor pendukung sehingga membantu proses melaksanakan berbagai 
program dalam meningkatkan kualitas profesional guru. 
a. Peran Dinas Pendidikan Nasional Pendidikan 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa merupakan faktor 
utama yang menjadi penunjang peningkatan kualitas profesionalime 
guru. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa memberikan 
dukungannya berupa pendampingan, baik secara material dengan 
memberikan stimulan dana untuk mendukung proses kegiatan, maupun 
dukungan dengan melakukan pendampingan yang dilakukan secara 
berkala hingga mencapai proses evaluasi. Para guru juga menyadari 
bahwa peran Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sangat 
penting dalam memfasilitasi peningkatan kualitas profesionalisme guru 
sehingga guru menjadi antusias dalam mengikuti program-program. 
b. Partisipasi Guru 
Kesadaran guru akan pentingnya meningkatkan kualitas 
profesionalisme merupakan hal yang penting. Guru merupakan subjek 
utama dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan. Partisipasi serta keikutsertaan guru 
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yang antusias dalam mengikuti kegiatan membuat program-program 
lebih mudah untuk dilaksanakan serta mencapai tujuan yang diharapakan. 
4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas 
Profesionalisme Guru Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten 
Sumbawa 
 Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa melaksanakan 
program Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan 
bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) setelah berlakunya Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuan utamanya 
ialah meningkatkan kualitas profesionalisme guru khususnya pada 
tingkat sekolah dasar sehingga guru mampu memiliki 4 kompetensi, 
yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 
kepribadian, dan kompetensi sosial. Meskipun program-program 
tersebut telah lama dilaksanakan, namun masih terdapat faktor yang 
menghambat sehingga membutuhkan solusi agar dapat mengatasi 
permasalahan yang ada.  
a. Jarak 
Luasnya Kabupaten Sumbawa serta banyaknya sekolah dasar 
menjadikan hambatan dalam melaksanakan program-program, dimana 
jarak tempuh yang jauh membuat Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa sangat sukar untuk menjangkau sekolah-sekolah 
terpencil, ditambah dengan medan yang berbukit-bukit. Begitu pula 
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halnya dengan guru dari daerah terpencil yang membutuhkan waktu 
lebih lama untuk menjangkau tempat terlaksananya program. 
b. Usia Guru 
Dalam pelaksanaan program tidak semua guru dapat ikut serta. 
Faktor usia lanjut adalah salah satu hambatan dalam keikutsertaan guru, 
sehingga tidak dapat aktif dalam mengikuti kegiatan. Salah satu 
contohnya yakni guru yang usia lanjut tidak mampu lagi untuk 
mengikuti program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam 
Jabatan (SKGJ) karena keterbatasan fisik yang sudah tidak kuat lagi.  
5. Dampak Program Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru 
Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
Keterlaksanaan program-program yang dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu 
mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan utama adalah meningkatkan 
kualitas pendidikan, salah satunya melalui peningkatan kualitas 
profesionalisme guru.  
Melalui program-program yang diadakan oleh Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa mampu memberikan dampak terhadap 
guru, siswa maupun kualitas pendidikan. Dampak tersebut dapat 
dirasakan salah satunya oleh kepala sekolah seperti guru menjadi lebih 
aktif dalam memberikan pelajaran kepada siswa, kreatif dalam 
mengembangkan pengajaran agar dapat menumbuhkan minat siswa, 
serta interaktif tidak hanya terhadap siswa tapi juga terhadap sesama 
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guru dan orang tua siswa. Selain itu, pengetahuan dan ilmu guru 
menjadi luas dan bertambah sesuai dengan bidang studi atau keahlian 
yang diampu. 
Dampak-dampak tersebut akan dapat membantu guru dalam 
meningkatkan kualitas profesionalnya melalui program-program yang 
diadakan, seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Bafadal (2003:44) bahwa 
hal tersebut dapat membantu guru yang belum profesional menjadi guru 
yang profesional, sehingga guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten 
Sumbawa sudah mampu lolos sertifikasi sebagai pendidik yang 
profesional. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan serta 
temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru Tingkat Sekolah 
Dasar di Kabupaten Sumbawa 
 Berdasarakan hasil pembahasan dan hasil penelitian, Kebijakan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menyediakan anggaran 
untuk pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memiliki kebijakan pendidikan yakni 
melakukan pembinaan gugus kepada 360 sekolah yang dikelompokkan 
menjadi 45 gugus dengan memberikan kesempatan kepada setiap gugus 
untuk membuat program dengan mengajukan anggaran yang akan 
dibutuhkan, dan peningkatan kualifikasi pendidik sekolah dasar mencapai 
minimal pendidikan S1. Saat ini 78,02% guru telah memenuhi kualifikasi 
S1 sebagai pendidik dan sebesar 21,98% belum memenuhi kualifikasi 
sebagai pendidik di Kabupaten Sumbawa dengan target penyelesaian 
kualifikasi hingga tahun 2022 apabila tiap tahun ditargetkan 150-180 guru 
yang mengikuti program SKGJ. Pada program SKGJ, pendidik berhak 
mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 2.400.000,- per semester dengan 
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mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa. 
2. Implementasi Kebijakan, Program Peningkatan Kualitas Profesionalisme 
Guru Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa 
  Implementasi program peningkatan Kelompok Kerja Guru (KKG) 
dan Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dapat 
berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang diharapkan serta 
sudah menjangkau guru-guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 
Sumbawa. Tanggapan serta manfaat yang positif juga dapat dirasakan 
oleh guru yang mengikuti program-program tersebut. 
  Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 
implementasi. Isi kebijakan mencakup: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi yakni dengan adanya tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan secara umum serta mempengaruhi 
guru, kepala sekolah, dan siswa secara khusus. 
b. Manfaat yang dihasilkan adalah dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan di Kabupaten Sumbawa. 
c. Guru mampu menjadi pendidik yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam 
proses pembelajaran. 
d. Para pembuat kebijakan yakni Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menerima 
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berbagai aspirasi dan usulan sehingga dapat membuat kebijakan yang 
sesuai dengan yang diharapkan. 
e. Pelaksanaan program melibatkan Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa utamanya bidang Peningkatan Mutu Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan, guru maupun kepala sekolah. 
f. Sumber daya yang dikerahkan yakni meliputi sumber daya manusia 
serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia mencakup pihak 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, guru serta kepala 
sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada meliputi berbagai 
fasilitas yang ada di sekolah serta tempat perkuliahan seperti ruang 
pertemuan, ruang kuliah, dan lain sebagainya. 
  Sementara itu konteks implementasinya yakni: 
a. Pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa terbuka dan 
senantiasa mengadakan perbaikan serta pengembangan serta berusaha 
untuk menjalankan kebijakan melalui berbagai program. Terdapat 
strategi yang dijalankan dalam program Kelompok Kerja Guru (KKG) 
yakni dengan memberikan wewenang kepada masing-masing gugus 
untuk dapat membuat dan menjalankan program yang telah dibuat dan 
disepakati bersama. Kemudian strategi dari program Sarjana (S-1) 
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (SKGJ) yakni dengan 
memberikan anggaran sebesar Rp 2.400.000,- per semester kepada 
guru yang mangajukan proposal. 
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b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan pihak Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa senantiasa terbuka terhadap kebijakan 
yang senantiasa berubah dan menerima masukan dari berbagai pihak. 
c. Respon dan keikutsertaan guru menjadi meningkat dan lebih baik 
sehingga guru dapat memiliki kompetensi dengan baik. 
B. Saran 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mempunyai 
saran antara lain: 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa 
 Kabupaten Sumbawa dengan kondisi geografis yang berbukit-
bukit, kondisi jalan yang masih sukar dilalui, diharapkan pemerintah 
dapat memberikan perhatian lebih untuk kelancaran akses pendidikan. 
2. Bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
 Kualitas guru merupakan hal yang penting bagi terwujudnya 
pendidikan yang ideal terutama pada hal kualifikasi pendidik. 
Diharapkan untuk program SKGJ dapat dilaksanakan secara 
berkelanjutan atau continue agar kualifikasi pendidik semakin membaik 
dan meningkat. Karena tahun 2015 untuk program SKGJ tidak 
dilaksanakan karena Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
tengah melakukan evaluasi maka juga diperlukan tim evaluasi yang dapat 
fokus dan bekerja dengan cepat. Selain itu sebaiknya proses evaluasi 
dilakukan dari awal keterlaksanaan program hingga akhir program 
141 
 
sehingga proses evaluasi cepat dan kerjasama program dapat terus 
berlanjut. 
3. Bagi Guru 
 Guru di Kabupaten Sumbawa agar dapat lebih aktif lagi dalam 
mengembangkan kompetensi berdasarkan 4 kompetensi guru. Kemudian 
guru dapat memperkirakan waktu tempuh ketika akan mengikuti kegiatan 
program. 
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Lampiran 1. 
Pedoman Wawancara 
A. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa 
 
1. Apakah kebijakan pusat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dalam rangka meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar? 
2. Kebijakan apa yang diambil untuk meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
3. Program-program apa saja yang dibuat untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
4. Kapan waktu pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
5. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sumbawa untuk mensosialisasikan program-program tersebut? 
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
7. Faktor apa saja yang menjadi  penghambat dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
8. Bagaimana dampak setelah adanya program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru? 
 
B. Kepala Sekolah 
1. Program-program apa saja yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru tingkat 
sekolah dasar? 
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2. Kapan waktu pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
3. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sumbawa untuk mensosialisasikan program-program tersebut? 
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
5. Faktor apa saja yang menjadi  penghambat dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
6. Bagaimana dampak setelah adanya program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru? 
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Lampiran 2. 
Pedoman Dokumentasi 
a. Sejarah Kabupaten Sumbawa 
b. Profil Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
c. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
d. Data jumlah pendidik berdasarkan pendidikan terakhir 
e. Dokumen program 
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Lampiran 3. 
Kisi-kisi Pedoman Wawancara 
 
No. Aspek yang Dikaji Indikator yang Dicari Sumber Data 
1. Kebijakan peningkatan 
kualitas 
profesionalisme guru 
tingkat sekolah dasar di 
Kabupaten Sumbawa 
a. Kebijakan yang 
diambil 
b. Program yang 
diimplementasikan 
Kepala Seksi 
Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 
2. Program peningkatan 
kualitas 
profesionalisme guru 
tingkat sekolah dasar di 
Kabupaten Sumbawa 
a. Waktu pelaksanaan. 
b. Sosialisasi kepada 
guru. 
c. Faktor pendukung. 
d. Faktor penghambat. 
e. Respon guru. 
Kepala Seksi 
Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan dan 
Kepala Sekolah SD 
Negeri 1 Moyo, SD 
Negeri 9 Alas, SD 
Negeri 2 Pulau 
Bungin, SD Negeri 2 
Sumbawa, dan SD 
Negeri Samri. 
3. Keluaran program 
yang 
diimplementasikan. 
a. Dampak program. Kepala Seksi 
Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan dan 
Kepala Sekolah SD 
Negeri 1 Moyo, SD 
Negeri 9 Alas, SD 
Negeri 2 Pulau 
Bungin, SD Negeri 2 
Sumbawa, dan SD 
Negeri Samri. 
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Lampiran 4.  
Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi 
 
No. Aspek yang Dikaji Indikator yang Dicari Sumber Data 
1. Profil Wilayah  a. Sejarah Kabupaten 
Sumbawa 
b. Profil Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten 
Sumbawa 
c. Struktur Organisasi Dinas 
Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa 
Dokumen/arsip 
2.  Program peningkatan 
kualitas 
profesionalisme guru 
a. Bukti pelaksanaan 
program. 
b. Jumlah guru yang telah 
dan belum terkualifikasi. 
Dokumen/Foto 
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Lampiran 5. 
HASIL WAWANCARA YANG BELUM DIREDUKSI 
Nama : Abdul Hamid 
Kepala Sekolah SD Negeri 1 Moyo (12 Februari 2015 & 04 Maret 2015) 
1. (-) Program-program apa saja yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru tingkat 
sekolah dasar? 
(+) Programnya semacam KKG. Mengaktifkan KKG. Kegiatan KKG kami 
ada seminar, ada juga baru-baru ini pelatihan untuk Pengembangan 
Keprofesional Berkelanjutan (PKB) yakni semacam kita bina menyusun 
skripsi, semacam PTK, menulis buku, lebih seperti karya ilmiah. Karena 
ini erat kaitan dengan angka kredit guru atau jabatan guru, jadi guru-guru 
yang tidak ikut KKG tidak dapat nilai. Kegiatan ini baru dilaksanakan 
tahun ini, untuk semua guru yang ada di wilayah kecamatan ini dan diknas 
selalu memberikan bantuan dana, kebetulan dipusatkan di SD kita. 
Kemudian kegiatan di KKG ini ada istilah in service dan on service. Kalau 
in service nya semua guru-guru berkumpul di SD Inti membahas tentang 
yaang akan di on kan yaitu praktek ngajar. Nah terus sesudah on, 
direfleksikan kembali oleh pengamat, kepala sekolah, dan guru yang 
praktek itu. Setelah itu dibawalah ke tingkat in service. Di tingkat in 
service pertama yang dibahas adalah hasil yang on kemarin, lalu 
membahas materi baru untuk persiapan on berikutnya, berkelanjutan. 
Kegiatan KKG sangat membantu guru-guru, apalagi tentang pembelajaran. 
Mereka saling berbagi ilmu dan informasi. Jadi guru bisa aplikasikan 
untuk pembelajaran. Kegiatan SKGJ guru di SD kami sudah ada yang 
melaksanakan yatiu diberi dana stimulan dari dinas untuk sekolah lagi. 
Guru kami ada 3 yang mendapatkan. Mereka mengikuti kegiatan SKGJ 
dari diknas dan mendapatkan stimulan dana sebesar Rp 2.400.000,- per 
semester. Alhamdulillah guru kami sangat terbantu. 
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Kebijakan dari dinas itu pasti ada sasarannya. Kebijakan dibuat juga tentu 
mempengaruhi apa yang menjadi sasaran itu seperti guru, siswa, serta 
perangkat sekolah lainnya yang membantu pelaksanaan kebijakan itu‖. 
2. (-) Kapan waktu pelaksanaan program-program untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa 
(-) Jadwalnya per semester, 2 kali. Ada jadwal di semester ganjil, ada 
jadwal di semester genap. Tempo hari ada 16 kali pertemuan per semester. 
KKG terakhir semester pertama menjelang libur, desember tahun kemarin. 
Sekarang belum kita mulai untuk semester genap. Jadi Program KKG yang 
dilakukan sudah efektif dengan jadwal per semester 16 kali pertemuan. 
Sedangkan SKGJ itu pelaksanaannya per 2 tahun ya. Tapi tahun ini belum 
ada sosialisasi lagi dari dinas. 
3. (-) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumbawa untuk mensosialisasikan program-program tersebut? 
(+) Ya, datang memberikan arahan, terkait dengan kebijakan-kebijakan 
baru tentang pendidikan. Jadi dinas datang langsung ke gugus kami, beri 
arahan misal tentang KKG itu sebaiknya seperti apa, lalu SKGJ itu 
kegiatan yang seperti apa. 
4. (-) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
(+) Program KKG dan SKGJ merupakan program dari dinas, maka tentu 
dinas salah satu faktor pendukung, mendukung dengan anggaran. Selain 
itu ada pendampingan, ya intinya dinas fasilitator kami. Ikut serta guru 
dalam program juga mendukung jalannya program. Dinas semacam 
menjadi fasilitator. Mendampingi kegiatan kami. Dinas berperan 
mengawasi kegiatan yang ada di gugus. Jadi dukungan dari luar dan dalam 
saling sinkron‖. 
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5. (-) Faktor apa saja yang menjadi  penghambat dalam meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa? 
(+) Kendala yang pertama di tingkat sekolah pasti sudah mendominasi 
guru GTT. Karena rata-rata di sekolah ini kekurangan guru, peserta guru 
KKG itu adalah GTT, jadinya tidak bisa memaksakan guru PN. Kedua 
mungkin dari segi geografis juga, berbukit-bukit juga kendala. Sehingga 
peserta KKG itu tidak bisa hadir 100%. Sekitar paling tidak 90% yang 
hadir dari jumlah peserta. Kemudian kendalanya selanjutnya itu untuk 
kegiatan yang harus di satu tempat seperti pertemuan KKG, ya jarak yang 
jauh antar sekolah. Jalanan juga masih belum bagus. 
6. (-) Bagaimana dampak setelah adanya program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru? 
(+) Akan secara langsung dapat meningkatkan kualitas dari peserta didik 
tau siswanya itu sendiri, karena guru yang berkualitas dan profesional 
pasri bisa menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada siswanya. 
Dengan adanya KKG ini tentu perubahannya ada signifikan antara 
sebelum dan sesudahnya itu. Dampak pasti terasa. Selain guru yang 
bersangkutan cerita sendiri, juga saya melihat perbedaan setelah ikut 
program. Seperti Guru jadi lebih aktif, kreatif, percaya diri, dan lain-lain. 
Terutama bidang perencanaan tugasnya sebagai guru, baik perencanaan 
dalam penilaian. RPPnya direncanakan, diproses dan penilaian, sehingga 
pemahaman guru-guru ini sangat besar. Untuk program SKGJ ada 
perubahan dari segi metodologi, terus dari dulunya ICT tidak tahu sama 
sekali sekarang sudah tahu, terutama guru-guru yang di bawah 50 tahun. 
Kemudian semangat mengajarnya semakin tinggi. Kita mengharapkan 
guru menjadi profesional secara teori, keahlian, kepribadian, dan 
sosialnya‖. 
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Lampiran 6. 
HASIL WAWANCARA YANG SUDAH DIREDUKSI 
Nama : Syarifah 
Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pulau Bungin (14 Februari 2015 & 05 Maret 
2015) 
1. (-) Program-program apa saja yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumbawa untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru tingkat 
sekolah dasar? 
(+) Kita ini masuk gugus 01. Untuk pembinaan gugus yang dilakukan dalam 
bentuk program KKG dikatakan efektif. Kemarin guru kita di sini 
dibiayakan dari dinas melalui program SKGJ‖.  
2. (-) Kapan waktu pelaksanaan program-program untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa? 
(+) Pertemuan KKG satu bulan itu 2 kali dengan jadwal yang sudah rutin. 
Selama satu semester kami hampir pertemuan itu sebanyak 12 kali. Lalu 
SKGJ itu diadakan 2 tahun sekali.  
3. (-) Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumbawa untuk mensosialisasikan program-program tersebut? 
(+) Biasanya dinas datang ke gugus inti kemudian kami hadir. Kalau tidak 
ya ada surat dari dinas langsung. Seperti SKGJ, kami diundang kemudian 
kami diberitahu tentang SKGJ itu‖.  
4. (-) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
(+) Pihak dinas memantau kegiatan kami, medampingi untuk KKG. Dana 
juga faktor dukungan yang diberikan dari dinas. Dinas juga sering datang 
ke sekolah kami melihat-lihat sarana. Kemudian dinas kasih dana untuk 
guru yang lanjut sekolah sampai selesai.  
5. (-) Faktor apa saja yang menjadi  penghambat dalam meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa? 
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(+) Jarak ke kota itu jauh. Jadi, mungkin jarak yang jauh ya, mbak, 
kendalanya. Juga kendala menyesuaikan jadwal mengajar guru. Kemudian 
kendala untuk yang lainnya itu dari gurunya sendiri yang berkeinginan. 
6. (-) Bagaimana dampak setelah adanya program peningkatan kualitas 
profresionalisme guru? 
(+) Ada perubahan, saya rasakan guru jadi lebih baik, guru jadi lebih 
profesional, aktif di kelas, juga semangat, buat RPP lebih baik lagi, juga 
ilmu yang diajarkan ke siswa lebih beragam dan banyak. Dari guru yang 
sudah kualifikasi itu ya, alhamdulillah, ada perubahan dari cara ngajarnya. 
Apalagi sekarang ini misalnya guru untuk bisa teknologi computer. Jadi 
kegiatan SKGJ sangat penting, karena ada pengaruh untuk guru. 
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Lampiran 7. 
Contoh Analisis Data 
Hasil Wawancara Reduksi Data Kategorisasi Sub Tema 
Pertanyaan: Apakah kebijakan pusat yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sumbawa dalam rangka 
meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru tingkat sekolah dasar? 
Jawab: Sesuai dengan Undang-undang 
Guru dan Dosen itu yang dilaksanakan 
oleh pemerintah pusat, kita hanya 
memfasilitasi. Apa yang termasuk 
Undang-undang Guru dan Dosen? Ya ada 
tentang kualifikasi, pemberian sertifikasi, 
dan itu dilaksanakan dari pusat, kita hanya 
membantu merealisasikan kebijakan dari 
Kebijakan pusat mengenai pendidikan, 
sesuai dengan Undang-undang Guru dan 
Dosen yakni kualifikasi pendidik dengan 
pemberian sertifikasi.  
Kebijakan pemerintah pusat 
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pusat. 
Pertanyaan: Apakah kebijakan yang 
diambil untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar 
di Kabupaten Sumbawa? 
Jawab: Kebijakan dari pemerintah daerah 
pertama yang diambil yakni 
menganggarkan anggaran pendidikan itu 
sendiri, tetap di support. Kebijakannya 
yakni kebijakan pembinaan gugus dan 
kualifikasi pendidik. Anggaran pendidikan 
kita sekarang didukung setiap program, 
kualifikasi S1 didukung dengan pemberian 
bantuan tunjangan kualifikasi itu. Kita 
kerja mengusahakan melaksanakan dari 
Undang-undang Guru dan Dosen. Jadi, 
apakah pemerintah daerah mau 
Kebijakan yang diambil untuk 
meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa yakni pembinaan gugus dan 
kualifikasi pendidik. Kebijakan ini 
merupakan turunan dari kebijakan pusat 
tentang meningkatkan kualifikasi 
pendidik. 
Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten 
Sumbawa 
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melaksanakan atau tidak kebijakan dari 
pusat tersebut. Termasuk kerjasama 
dengan perguruan tinggi. 
Pertanyaan: Apa program-program yang 
dibuat untuk meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar 
di Kabupaten Sumbawa? 
Jawab: Program yang di kabupaten sendiri 
yang bisa dimaksimalkan adalah 
Kelompok Kerja Guru atau biasa disebut 
KKG. Kemudian ada juga program untuk 
meningkatkan kualifikasi pendidik baik itu 
untuk guru sekolah dasar maupun TK 
dinamakan program SKGJ yakni 
Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil 
Belajar. Ini sesuai dengan Permen No. 15 
Tahun 2009, berhubungan dengan 
Program-program yang dibuat untuk 
meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa adalah Kelompok Kerja Guru 
(KKG) dengan membentuk gugus di 
masing-masing kecamatan dan Sarjana 
(S-1) Kependidikan Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) yakni program meningkatkan 
kualifikasi pendidik yang bekerjasama 
dengan perguruan tinggi yang ada di 
wilayah NTB dan memberikan beasiswa 
hingga perkuliahan selesai. 
Program implementasi kebijakan 
peningkatan kualitas profesionalisme 
guru 
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peningkatan kualifikasi dimana perguruan 
tinggi yang ada di wilayah Nusa Tenggara 
Barat memberikan pendidikan lanjutan 
bagi guru yang dalam catatan untuk 
menempuh S1-nya. 
Pertanyaan: Kapan waktu pelaksanaan 
program-program untuk meningkatkan 
kualitas profesionalisme guru tingkat 
sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa? 
Jawab: Kalau pembinaan itu sifatnya 
continue atau berlanjut kemudian itu kita 
sesuaikan dengan jadwal yang ada di KKG 
masing-masing. Untuk kualifikasi kami 
hanya memberikan tunjangan itu kami 
berikan di semester 2. Biasanya 
pencairannya sekitar di bulan oktober. 
Kami memberikan stimulannya semua 
Program peningkatan Kelompok Kerja 
Guru (KKG) dilaksanakan oleh masing-
masing gugus dengan membuat jadwal 
rutin yang disesuaikan dengan jadwal 
kegiatan belajar mengajar guru. 
sedangkan program peningkatan Sarjana 
(S-1) Kependidikan Guru dalam Jabatan 
(SKGJ) diadakan dengan periode 2 tahun 
sekali. Implementasi Program SKGJ 
dengan memberikan tunjangan dana di 
semester 2 tahun ajaran. 
Pelaksanaan kebijakan peningkatan 
kualitas profesionalisme guru berupa 
program-program 
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untuk mahasiswa yang menempuh S1. 
Kegiatan SKGJ dimulai tahun 2010 dan 
sekarang sudah berakhir di bulan desember 
tahun 2014 kemarin tanggal 31. 
Pertanyaan: Bagaimana sosialisasi yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumbawa untuk 
mensosialisasikan program-program 
tersebut? 
Jawab: Kalau pembinaan gugus kan sudah 
ada di masing-masing gugus. Sosialisasi 
saya rasa sudah sangat terbiasa dengan 
program yang ada. Sudah ada tentang 
programnya, jadi mereka itu ketika di 
gugus, guru mau meningkatkan 
kemampuannya maka tempatnya itu 
digugus. Nah ini yang perlu didorong oleh 
Sosialisasi yang dilakukan yakni pada 
masing-masing gugus dengan 
menjelaskan program yang akan 
dilaksanakan dan mengumpulkan seluruh 
guru untuk menjelaskan program SKGJ 
yang akan diikuti. Serta memberikan 
penjelasan mengenai teknis pelaksanaan 
perkuliahan yang akan ditempuh yakni 
dengan metode perkuliahan tatap muka 
dan pembelajaran mandiri. 
Sosialisasi program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru 
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Dinas Pendidikan Nasional sehingga guru-
guru ini mau berbagi ilmunya di dalam 
gugus, maka dibentuklah gugus-gugus. 
Kemudian selain itu kita juga kumpulkan 
semua guru untuk memberikan arahan 
tentang SKGJ itu. 
Selain itu kami juga memberikan 
sosialisasi sistem perkuliahannya. Jadi itu 
teknis pelaksanaan SKGJ ini seperti kuliah 
biasa. Tapi jadwalnya diatur sama pihak 
kampus yang memungkinkan tidak 
menganggu tugas dan tanggung jawab 
guru di sekolah. Misal hari sabtu dan 
minggu, pas libur atau sore pas selesai 
mengajar. Jadi guru memang seperti 
mahasiswa yang langsung tatap muka 
dengan dosennya, cuma beda di jadwalnya 
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saja. Kalau kuliah mandiri sama saja, cuma 
dosen jadi tutornya. 
Pertanyaan: Apakah faktor pendukung 
dalam meningkatkan kualitas 
profesionalisme guru tingkat sekolah dasar 
di Kabupaten Sumbawa? 
Jawab: Tentu banyak faktor yang dukung 
program kita ini. Seperti dari luar, 
anggaran dana dari pemerintah, kemudian 
guru-guru yang antusias juga penting, 
karena guru memang sasaran kami. Jika 
guru tidak berpartisipasi, ya program ini 
tidak sesuai tujuan. Jadi ya semua harus 
saling mendukung. Ini terlihat ketika kami 
sosialisasi. 
Faktor yang mendukung dalam 
meningkatkan kualitas profesionalisme 
guru sekolah dasar di Kabupaten 
Sumbawa berupa pemberian beasiswa 
untuk setiap kegiatan dan antusias guru 
ketika ikut dalam program. 
Faktor pendukung pelaksanaan program 
Pertanyaan: Apakah faktor penghambat 
dalam meningkatkan kualitas 
Faktor penghambat yang dirasakan 
dalam meningkatkan kualitas 
Faktor penghambat pelaksanaan program 
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profesionalisme guru tingkat sekolah dasar 
di Kabupaten Sumbawa? 
Jawab: Kami membawahi 24 kecamatan 
dengan ratusan sekolah dasar. Jarak 
merupakan kendala pertama. Apalagi 
kondisi jalan menuju sekolah di desa yang 
jauh masih belum bagus. Jadi kami sedikit 
kesulitan. Kemudian masalah informasi. 
Tidak mungkin kami mendatangi satu per 
satu sekolahnya. Karena pasti waktunya 
akan lama. Misal kami mau kirim surat, 
otomatis lama sampainya. Jadi kami 
telepon dulu pihak sekolah dengan surat 
yang menyusul. Karena ada 30 wilayah di 
Kabupaten Sumbawa ini termasuk daerah 
terpencil. Selain itu kami masih 
kekurangan tenaga pendidik yang 
profesionalisme guru tingkat sekolah 
dasar di Kabupaten Sumbawa yakni jarak 
yang jauh ditambah pula dengan akses 
jalan yang masih belum layak. Selain itu 
faktor usia guru juga menjadi kendala 
karena akan mempengaruhi kinerja 
ketika mengikuti kegiatan. 
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terkualifikasi. Guru yang sudah usia lanjut 
juga susah kami koordinasikan. Karena 
kan sudah tua, jadi untuk kegiatan tertentu 
tidak bisa ikut. 
Pertanyaan: Bagaimana dampak setelah 
adanya program peningkatan kualitas 
profresionalisme guru? 
Jawab: Saya rasakan guru jadi lebih baik, 
guru jadi lebih profesional, aktif di kelas, 
juga semangat, buat RPP lebih baik lagi, 
juga ilmu yang diajarkan ke siswa lebih 
beragam dan banyak. Yang pasti ada 
perubahan lebih baik. Sangat membantu 
kami supaya kualitas sekolah jadi lebih 
baik lagi 
Dampak setelah adanya program 
peningkatan kualitas profresionalisme 
guru secara umum guru menjadi lebih 
baik, aktif, semangat, serta wawasan atau 
ilmu bertambah, sehingga guru menjadi 
profesional.  
Dampak program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru 
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Lampiran 8. 
Catatan Lapangan 1 
Hari, tanggal  : Kamis, 12 Februari 2015 
Waktu   : 10.34 – 13.45 
Tempat  : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa  
 
Sekitar pukul 10.09 WITA peneliti sampai di kantor Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sumbawa untuk melakukan wawancara. Sampai di kantor 
saya menuju ruang seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
TK dan SD. Saya disambut oleh salah satu staf seksi dan menjelaskan maksud 
penelitian saya. Kemudian saya disarankan untuk menemui ibu AR selaku kepala 
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan SD. Ibu AR 
menerima dengan baik maksud dan tujuan peneliti, dan kemudian bersedia untuk 
diwawancarai mengenai kebijakan dan program peningkatan kualitas 
profesionalisme guru sekolah dasar. Beliau menjelaskan kebijakan yang diambil 
untuk meningkatkan kualitas profesionalisme guru yakni pembinaan gugus dan 
keualifikasi pendidik. Sedangkan program yang diimplementasikan adalah 
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Sarjana (S-1) Kependidikan Guru dalam 
Jabatan (SKGJ). Setelah lama mewawancarai, peneliti pamit pulang. 
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Catatan Lapangan 2 
Hari, tanggal  : Senin, 02 Maret 2015 Pukul  
Waktu   : 14.04 – 15.35 WITA 
Tempat  : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
 Setelah peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara sebelumnya, 
peneliti kembali mendatangi kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 
Sumbawa untuk melengkapi data. Sampai di kantor saya menemui ibu AR dan 
menjelaskan maksud kedatangan kali ini. Saya mulai mewawancarai sedikit ibu 
AR dan diselingi dengan meminta dokumen mengenai program KKG dan SKGJ. 
Kemudian menlanjutkan wawancara hingga selesai dan peneliti pamit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168 
 
Catatan Lapangan 3 
Hari, tanggal  : Sabtu, 14 Februari 2015 Pukul  
Waktu   : 12.10 – 13.25 WITA 
Tempat  : SD Negeri 2 Pulau Bungin, Kec. Alas 
 Peneliti tiba di sekolah pukul 12.10 WITA dari Kecamatan Sumbawa. 
Peneliti sedikit kesulitan mencari bangunan SD Negeri 2 Pulau Bungin, karena 
letaknya yang berada di tengah-tengah pemukiman warga pulau. Tiba di sekolah 
peneliti di sambut siswa-siswa yang menghampiri peneliti untuk bersalaman. 
Kemudian menanyakan keberadaan kepala sekolah. Kami dipersilakan masuk dan 
menunggu di ruang kepala sekolah. Sekitar 10 menit menunggu, kepala sekolah, 
ibu SR datang menghampiri dan bersalaman. Saya mulai memperkenalkan diri 
dan menyerahkan surat ijin penelitian dari BAPPEDA Sumbawa. Setelah 
membaca, ibu SR menanyakan alasan peneliti memilih sekolah yang berada di 
pulau. Peneliti menjelaskan, kemudian ibu SR dengan senang hati bersedia 
diwawancarai saat itu juga mengenai program yang diadakan oleh Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa untuk guru.  
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Lampiran 9. 
Daftar Nama Gugus SD se-Kab. Sumbawa 
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Lampiran 10.  
Piagam Kerjasama 
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Lampiran 11. 
 
Dokumentasi Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus I Kecamatan Moyo Hilir. Guru berbagi Ilmu 
melalui Media Laptop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pertemuan Rutin Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus 1 Kecamatan Alas membahas 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) oleh Guru Kelas. 
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Pertemuan Rutin Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 2 Kecamatan Sumbawa, mendiskusikan dan 
memberikan Cara menyusun Butir-butir Soal yang Baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Gugus 2 Kecamatan Alas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantor Dinas Pendidikan Nasional  Halaman Depan Kantor  
Kabupaten Sumbawa Tampak Depan       Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
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Bagian dalam Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papan Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa 
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Lampiran 12. 
Surat Ijin Penelitian 
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